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ABSTRAK 

 

Yazid Nasrulloh  

NIM. 1717303045 

 

Politik hukum diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan 

atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan 

hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi 

hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan 

hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para 

penegak hukum. Secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara. 

Undang Nomor 1 Tahun 20023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

merupakan bentuk upaya Pembaharuan hukum Pidana yang salah satunya pengenai 

tentang delik perzinaan yang dimana undang-undang tentang perzinaan yang ada 

sebelumnya dirasa sudah tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia 

sehingga perlu dilakukan adanya pembaharua kembali. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganilisis Politik Hukum Delik Zina Pada Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan (Library 

Research) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang 

mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah kepustakaan, tindakan 

selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kualitatif deskriptif dengan metode analisis content analysis, yang kemudian 

dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan. 

Penelitian ini menunjukan bahwa, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung Maṣlaḥah karena 

dianggap sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dimana karena 

Pembaharuan undang-undang ini tier iutama dalam isiu piembahar iuan tentang d ielik 

perzinaan yang sebelumnya sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan 

zamannya, sekarang di sesuaikan lagi dengan t iunt iutan pierkiembangan masyarakat 

yang sekarang ini dengan cara mengevaluasi undang-undang yang sebelumnya 

hanya 1 pasal yaitu pasal 284 yang di rasa kurang lengkap dan dapat menyentuh 

semua aspek yang ada sekarang di ubah dengan menjadi 3 pasal yang dimana di 

dalamnya sudah mencangkup tentang perzinaan yang lebih luas lagi yaitu pasal 411 

tentang zina itu sendiri, Pasal 412 nya tentang kohabitasi ( kumpul kebo) kemudian 

dalam pasal 413 nya tentang Hubungan sedarah (inces), dengan adanya pelebaran 

tentang pemaknaan dalam membahas tentang perzinaan ini di harapkan dapat sesuai 

pandangan hid iup bangsa Indoniesia yang t ielah mierdieka dan bierdaiulat.  
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Kata kunci: Politik Hukum, Delik Zina Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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Hidup adalah Perjalanan  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R. I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0542b/U/1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

Dilambangkan 

Tidak 

Dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta T Te ت

 |S|a S ث
Es (dengan titik 

di atas) 

 Jim J Je ج

 {H}a H ح
Ha (dengan titik 

di bawah) 

 Kha’ KH      Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 |Z|al Z ذ
Zet (dengan 

titik di atas) 

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy       Es dan ye ش

 {S}ad S ص
Es (dengan titik 

di bawah) 

 {D}ad D ض
De (dengan titik 

di bawah) 

 ’T{A ط
T} Te (dengan titik 

di bawah) 

 {Z}a Z ظ
Zet (dengan 

titik di bawah) 

 ...’... Ain‘ ع
Koma terbalik 

di atas 

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W Wa و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y’ Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Rabbikum رَب ِّكُمْ 

 Ditulis Wakullu وَكُلْ 

 

C. Vocal  

  Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek dan 

vokal panjang. 

1. Vocal Pendek 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang 

transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ََْ Fath}ah Fath}ah A 

َِّْ Kasrah Kasrah I 

َُْ D}amah D}amah U 

 

2. Vocal Panjang 

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Harakat Dan 

Huruf Nama 

Huruf 

Dan 

Tanda 

Nama 

 ....ا/ىَ  
Fath}ah 
dengan 

alif atau ya 
a> 

A dengan garis 

di atas 

....ى  َ 
Kasrah dan 

ya 
i> 

I dengan garis di 

Atas 

.  ...و َ 
D}ammah 

dan 

wau 

u< 

U dengan garis 

di atas 

Fathah + alif ditulis ā  Contoh جاهلية ditulis ja>hiliyyah 
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Fathah+ ya’ ditulis ā 
Contoh تنسى ditulis tansa ̄ 

Kasrah + ya’ mati ditulis ī Contoh كريم ditulis karῑm 

Dammah + wawu mati ditulis 

ū 
Contoh فروض ditulis furūd} 

 

D. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyah 

 ال بِّلادَُْ
Ditulis 

Al-bila>du 

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah 

سُْ  Ditulis الشَّم 
As-syamsu 

 

E. Hamzah 

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. 

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 

 Ditulis syai΄un شيئ

 Ditulis ta’khużu تأخذ

 Ditulis umirtu أمرت

 

F. Ta’ Marbūt}ah 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 Ditulis Mas}lah}ah} Mursalah مصلحةْمرسلة

 Ditulis Ija>rah إجارة

 

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t: 

اللهْنعمة  Ditulis ni‘matulla>h 

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan h (h). 

Contoh: 

الاطفالْروضة  Raudah al-at}fāl 

رةْالمدينة المنو   Al-Madi>nah al-Munawwarah 

  

G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka 
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dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa 

dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

بٰووَاحََْ مَْالر ِّ ُْال بَي عَْوَحَرَّ الَّْاللّٰه   : wa ah}allalla<hu al-bai’a wa h}arrama ar-

riba> 

عْإلاْبالقبض ْالتبر   la<yatimmut tabarru’u illa bil qabd}i :  لاْيتم 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Negara ini tidak boleh bertentangan dengan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan filosofis 

bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan bahwa 

dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara harus bersumber pada nilai-nilai 

Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.1 

Perkembangan hukum di Indonesia merupakan suatu perubahan sikap 

terhadap undang-undang yang merupakan keseimbangan antara k ieinginan 

iunt iuk mielakiukan adanya siuatiu prosies piembahar iuan hiukium. Olieh kariena it iu, 

tierdapat pieniegasan dalam p iembahar iuan hiukium. yait iu: Piertama, “hiukium 

tidak siemata-mata iundang- iundang, t ietapi jiuga k ienyataan hid iup dalam 

masyarakat”. Kiediua, hiukium tidak hanya miempiertahankan “stat ius qiuo' iunt iuk 

mienjaga kiet iertiban, t ietapi aktif miengarahkan dan miembieri jalan 

piembahar iuan. H iukium jiuga siebagai sarana p iembang iunan. Kietiga, sielain 

miengarahkan dalam siuat iu prosies piembangiunan, hiukium jiuga miembangiun 

                                                             
1 Eman Sulaeman, Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, 

(Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 1. 
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dirinya siebagai siesiuai diengan tingkat-tingkat kiemajiuan zaman yang har ius 

dit iertibkan.2 

 Di Indoniesia banyak t ierjadi adanya iusaha p iembahar iuan iUndang-

iUndang salah sat iunya yang siedang t ierjadi siekarang adalah Kitab iUndang-

iUndang Hiukium Pidana ataiu yang biasa jiuga di siebiut diengan singkatan  

(KiUHP). Kitab iUndang- iUndang Hiukium Pidana adalah iUndang- iUndang ataiu 

pierat iuran hiukium yang miengat iur t ientang tindak pidana dan sanksi yang ada 

dan bierlakiu di Indoniesia. Ataiu kita biasa mienjadikannya iundang- iundang 

patokan ataiu piedoman hiukium pidana di Indoniesia.  

Kitab iUndang- iUndang Hiukium Pidana (KiUHP) ini mier iupakan siuat iu 

prodiuk bielanda ataiu prodiuk kolonial, kar iena mier iupakan siuat iu prodiuk 

kolonial dan siekarang siudah mierdieka maka siekarang ada kieinginan iunt iuk di 

lakiukan adanya p iembahar iuan kar iena di anggap siudah tidak sies iuai lagi 

diengan kieadaan bangsa Indoniesia. 

Salah sat iu isiu piembahar iuan yang t ierjadi dalam iUndang_iundang 

Hiukium Pidana yait iu miengienai t ientang piembahar iuan dielik zina, yang dimana  

siudah tidak siesiuai lagi d iengan kieadaan bangsa Indoniesia.  Banyak hal yang 

mielatar bielakangi adanya p iembahar iuan t ientang Kitab iUndang- iUndang 

Hiukium Pidana, tier iutama dalam isiu piembahar iuan d ielik zina. Disini tidak 

hanya kar iena alasan bahwa KiUHP yang siekarang di bierlakiukan siudah 

dianggap tidak siesiuai lagi d iengan t iunt iutan pierkiembangan masyarakat akan 

tietapi jiuga kar iena KiUHP t iersiebiut tidak liebih mier iupakan prod iuk kolonial ataiu 

                                                             
2 Ija Suntana, Politik Hukum Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm. 94. 
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warisan dari p ienjajahan bielanda, dan olieh kar iena hal t iersiebiut dianggap siudah 

tidak lagi siesiuai diengan pandangan hid iup bangsa Indoniesia yang t ielah 

mierdieka dan bierdaiulat.3 

Dalam Kitab iUndang- iUndang Hiuk ium Pidana (KiUHP) yang 

siebieliumnya ataiu yang lama yang mienjadi piermasalahan salah sat iunya adalah 

miengienai t ientang d ielik pierzinaan dalam Pasal p ierzinaan. Pasal p ierzinaan 

yang siebieliumnya t ier iutama dalam p iembahasan t ientang d ielik pierzinaanya di 

anggap siudah tidak siesiuai lagi d iengan k ieadaan bangsa Indoniesia yang 

mayoritasnya iumat miuslim t ient iu sangat miempierhatikan t ientang pasal 

pierzinaan t iersiebiut. Kar iena tidak lain iUndang- iUndang No. 1 Tahiun 1946 

mier iupakan prodiuk warisan p ienjajahan bielanda ataiu prodiuk kolonial yang 

dimana p iembahasan t ientang p ierzinaan dirasa siudah tidak siesiuai lagi d iengan 

kieadaan bangsa Indoniesia siekarang ini maka p iembahar iuan KiUHP pierliu di 

lakiukan. 

Bierdasarkan t ierjiemahan Kitab iUndang- iUndang Hiukium Pidana 

(KiUHP) di bierbagai biukiu r iefier iensi, para pakar hiukium Indoniesia bierbieda 

piendapat miengienai pienggiunaan istilah p iengganti dari ovierspiel. Hal ini 

dikar ienakan bahasa asli yang dig iunakan dalam K iUHP adalah bahasa 

Bielanda. Mo ieljatno bierpiendapat bahwa p iengganti istilah ovierspiel adalah 

zina. Mieniur iut Moieljatno, zina di id ientikkan d iengan ovierspiel yang 

piengiertiannya jaiuh liebih siempit dari pada zina it iu siendiri yait iu piersiet iubiuhan 

                                                             
3 Eman Sulaeman, Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia., 

hlm. 2. 
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yang dilak iukan olieh laki- laki ataiu pier iempiuan yang t ielah kawin d iengan 

pier iempiuan ataiu laki- laki yang biukan istri ata iu siuaminya.4  

S iedangkan Andi Hamzah mienggiunakan kata istilah miukah. Arti 

miukah mieniur iut Kamius Biesar Bahasa Indoniesia (KBBI) adalah p ierbiuatan 

sanggama siecara tidak sah antara laki-laki ataiu pier iempiuan yang t ielah 

mienikah diengan siesieorang yang bierlainan jienis yang bielium mienikah. Hal ini 

istilah miukah dalam Kamius Biesar Bahasa Indoniesia adalah sama d iengan 

piengiertian ovierspiel yang siudah dijielaskan di atas. Hal ini bierbieda diengan 

konsiepsi masyarakat Indoniesia yang komiunal dan r ieligiius. Yait iu sietiap 

bient iuk pierzinaan, baik dalam ikatan p ierkawinan maiupiun tidak, mier iupakan 

pierbiuatan tabiu yang mielanggar nilai-nilai k iesiusilaan.5  

Aspiek politik hiukium Kitab iUndang- iUndang Hiukium Pidana (KiUHP) 

yang lama yait iu iUndang- iUndang No.1 Tahiun 1946 di jielaskan bahwa 

hiubiungan sieksiual yang t ierjadi di liuar piernikahan hanya akan di s iebiut 

kiejahatan apabila salah sat iu pielakiu yang mielakiukan p ierzinaan ataiu hiubiungan 

sieksiual it iu siudah ataiu tielah t ierikat d iengan hiubiungan p ierkawinan. Namiun, 

apabila yang mielakiukan sieksiual  ataiu yang mielakiukan hiubiungan p ierzinaan 

sama-sama lajang ata iu di liuar dari adanya p ierkawinan maka sama siekali 

biukan mier iupakan siuat iu pierbiuatan ataiu Tindakan yang mielawan hiukium 

(tindak pidana p ierzinaan). S iedangkan aspiek politik hiuk ium dalam Kitab 

iUndang- iUndang Hiukium Pidana yang bar iu ataiu piembahr iuan yait iu iUndang-

                                                             
4 Eko Sugiyanto, Pujiyono, dan Budhi Wisaksono, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya 

Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, hlm.8. 
5 Eko Sugiyanto, Pujiyono, dan Budhi Wisaksono., hlm. 9-10. 
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iUndang No.1 Tahiun 2023 di pierliuas lagi siubstansi d ielik zinanya d iengan tidak 

lagi miembiedakan antara yang s iudah kawin diengan yang bielium kawin baik 

it iu dari pihak p ier iempiuan ataiupiun dari pihak laki-laki. Di jielaskan jiuga di 

pierliuas lagi siubjiek siubjiek yang bierhak mielakiukan adanya p iengad iuan 

siehingga para pihak k ieliuarga yang dirasa di r iugikan dapat jiuga mielakiukan 

adanya piengadiuan.  

 Dalam iUndang- iUndang No. 1 Tahiun 1946 (KiUHP) yang lama, dielik 

pierzinaan diat iur dalam Bab XIV dari Biukiu II Pasal 284 KiUHP yang dapat 

dikat iegorikan siebagai salah sat iu kiejahatan t ierhadap kiesiusilaan. Dalam 

r iumiusan t iersiebiut, KiUHP mienietapkan bahwa hiubiungan sieksiual di liuar 

piernikahan hanya  mier iupakan siuat iu kiejahatan d ielik pierzinaan, apabila para 

pielakiu ataiu salah sat iu pielakiunya  adalah orang yang t ielah t ierikat dalam 

pierkawinan diengan orang lain. Hiubiungan sieksiual       di liuar pierkawinan, antara 

diua orang yang sama-sama lajang, sama siekali biukan mier iupakan tindak 

pidana pierzinaan. yang mier iumiuskan bahwa hiubiungan sieksiual di liuar 

piernikahan hanya mier iupakan k iejahatan apabila salah sat iu dari pielakiu 

tiersiebiut siudah t ierikat pierkawinan. Jika bielium mienikah maka tidak dapat 

dikatakan mielawan hiukium.6  Dari p ienjielasan t iersiebiut maka p ierliu t ierjadi 

adanya piembahar iuan dari dari d ielik yang lama mienjadi yang bar iu agar  liebih 

siesiuai lagi d iengan nilai-nilai bangsa Indoniesia.   

Aspiek politik hiukium Kitab iUndang- iUndang Hiukium Pidana yang lama 

                                                             
6 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2014), hlm. 284. 
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dan yang bar iu S iedangkan bierdasarkan piemidanaan dan sifatnya, KiUHP lama 

mieniempatkan dielik pierzinaan siebagai d ielik yang bierbobot ringan. K iUHP 

miemidana pielakiu zina diengan pidana pienjara paling lama siembilan biulan. 

Riumiusan dielik p ierzinaan dalam KiUHP lama dan p iembahar iuan bierdasarkan 

sifatnya masih mienggiunakan dielik adiuan absoliut. Yang miembiedakan adalah 

siubjiek yang bierhak miengadiu dalam KiUHP dip ierliuas, siehingga yang bierhak 

miengadiukan dielik pierzinaan adalah siuami, istri, orang t iua, ataiu anaknya yang 

dir iugikan. dit ietapkannya dielik pierzinaan siebagai dielik adiuan absoliut 

kiurang miendiukiung tiujiuan p ienciegahan tierjadinya tindak pidana, sieolah-olah 

miembieri pieliuang kiepada siesieorang (t ier iutama siuami) iunt iuk mierasa biebas 

mielakiukan pierzinaan. T ieriutama dalam kondisi masyarakat yang s iebagian 

biesar kiediudiukan para istri liebih liemah daripada siuami, kar iena masih liebih 

banyak biergant iung pada posisi siuami. Kiemiudian, diengan dijadikannya 

pierzinaan siebagai dielik adiuan absoliut dapat miengakibatkan t ierjadinya dielik-

dielik lain, siepierti diunia pielaciuran, pierdagangan wanita, aborsi, dan lain-lain. 

Diengan adanya diunia pielaciuran dapat miengakibatkan pieliuang t ierjadinya 

pienyakit kotor yang miembahayakan masyarakat yait iu pienyakit HIV/AIDS. 

Hal ini bierarti kiebijakan mienietapkan dielik pierzinaan siebagai dielik adiuan 

pat iut ditinjaiu kiembali.7 

S iedangkan dalam Pasal 411-413 iUiU No. 1 Tahiun 2023 Tientang Kitab 

iUndang- iUndang Hiukium Pidana (KiUHP) t ierbar iu ataiu piembahar iuan t ielah 

miempierliuas siubstansi d ielik zina diengan tidak miembiedakan antara mier ieka 

                                                             
7 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana., hlm. 285.  
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yang tielah kawin diengan yang bielium kawin, biegit iu piula tidak dibiedakan 

antara laki-laki dan pier iempiuan dalam mielakiukan tindak pidana. Artinya 

sietiap orang yang mielakiukan piersiet iubiuhan diengan orang lain baik yang t ielah 

tierikat pierkawinan ata iu yang bielium t ierikat pierkawinan dapat dikatakan 

siebagai pierbiuatan zina. Jadi dari siemiua iuraian di atas, pieniulis ingin 

mielakiukan ingin mielakiukan adanya diesakan kiehiendak pier iubahan iuntiuk 

miengiubah sist iem dielik zina yang siemiulanya dalam KiUHP lama siudah di 

jielaskan hanya mieliuliu pada orang yang siudah mienikah ataiu tierikat diengan 

pierkawinan t ietapi jiuga orang yang bielium mienikah ataiu kawin jiuga agar dapat 

dilakiukan adanya piengadiuan apabila tierjadi ataiu tierlanggarnya kasius 

pierzinaan di Indoniesia iera siekarang ini dan dapat dikatakan jiuga bahwa 

KiUHP P iembahar iuan siesiuai diengan pandangan hid iup masyarakat Indoniesia 

dan t ielah miencierminkan nilai-nilai sosial biudaya bangsa Indoniesia. 

Disini p ieniulis akan mienieliti t ientang asp iek politik hiukium pier iubahan 

dielik zina yang dimana dalam p iembient iukan pierat iuran pier iundang- iundangan 

jiuga tient iunya miemiliki pandangan t iersiendiri dalam asas k iemanfaatan, asas 

manfaat dalam k iehidiupan biermasyarakat yang dimaks iud di sini adalah 

bient iuk asas manfaat dalam hiukium Islam yang liebih dik ienal d iengan istilah 

maṣlaḥah. Siecara bahasa maṣlaḥah mier iupakan bient iuk pieralihan dari kata al-

maṣalih yang diartikan siebagai hal yang miendatangkan k iebaikan, namiun 

pada biebierapa lit ierat iur para iulama ahli fikih siepakat bahwa maṣlaḥah 

mier iupakan siuat iu manfaat yang tidak diamanatkan olieh hiukium syar'i dan 

tidak ada p iula dalil syar'i yang miembienarkan k iebieradaannya. Di mana 
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maṣlaḥah tiersiebiut mier iupakan siuat iu kiemaslahatan yang did iukiung olieh 

siekiumpiulan makna dari ayat Al-Qiuran maiupiun hadis mieski pada dasarnya 

tidak disyariatkan siecara syar’i, siehingga kiebieradaan maṣlaḥah siendiri sangat 

pienting dalam hiukium Islam. Adapiun diengan miengat iur kietient iuan siesiuai 

diengan Al-Qiuran dan hadist jiuga diengan jalan ijtihad d iengan 

mienganalogikan p iermasalahan yang dihadapi iunt iuk kiemiudian diambillah 

siuat iu kiepiut iusannya, sielain it iu ijtihad jiuga miempiertimbangkan t ientang 

kondisi dan sit iuasi sosial masyarakat yang diharapkan p ierat iuran yang akan 

dit ierapkan mienjadi pierat iuran yang mamp iu miembieri k iemanfaatan 

siebagaimana miestinya dan tidak miembieratkan. Dari penjielasan di atas Maka 

disini p ieniulis akan mienieliti t ientang aspiek politik hiukium pier iubahan d ielik zina 

yang dimana p ieniulis siet iujiu dan dinilai siejalan d iengan konsiep maṣlaḥah. 

Para kalangan ulama merumuskan mengenai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(tujuan  syariah)  adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-

Ghazali, Asy-Syatibi, Ath-Thufi  berikut  sejumlah  ilmuwan  Islam  

terkemuka,  telah  sepakat  tentang urgensi  maslahah  itu.  Dengan  demikian,  

sangat  tepat  dan  proporsional apabila maslahah ditempatkan sebagai prinsip 

kedua dalam ekonomi Islam setelah tauhid.Secara umum, maslahah diartikan 

sebagai kebaikan (kesejahtraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh 

mendefinisikannya sebagai : Segala sesuatu yang    mengandung    manfaat,    

kegunaan,    kebaikan    dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan 

mafsadah. (jalb al-Naf’iy wa daf’ al-dharar).   Sedangkan   menurut   al-Imam   

Al-Ghazali   menyimpulkan, maslahah  adalah  upaya  mewujudkan  dan  
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memelihara  lima  kebutuhan dasar,  yakni  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  

dan  harta.  Lengkapnya  beliau mengatakan, “Pada  dasarnya, maslahah  

adalah  suatu  ungkapan  tentang meraih  kemanfaatan  dan  menolak  bahaya  

(madharrat),  dimana  hal  ini sebenarnya menjadi tujuan semua makhluk 

hidup. Maka Maslahah, adalah menjaga/memelihara maksud-maksudsyara’ 

dari tujuan makhluk. Maksud syara’ dari makhluk hidup menurut al-Ghazali  

ada lima yaitu Menjaga Agamanya (Hifdz ad-Dien), Menjaga Jiwanya (Hifdz 

an-Nafs), Menjaga Akal (Hifdz al-‘Aql), Menjaga Keturunan (Hifdz An-

Nasl), danMenjaga Harta (Hifdz al-Mal). Selanjutnya    beliau    memperjelas, 

“maka    segala    hal    yang mengandung   dan   mencakup   kelima   hal   ini,   

adalah   maslahah,   dan sebaliknya, setiap hal yang mengabaikan dan 

memutus kelima hal di atas, adalah mafsadah. Dan menolak mafsadah adalah 

maslahah”.8 

Dari  definisi  maslahah  ini,  Al-Ghazali    memandang  bahwa,  yang 

perlu diperhitungkan dalam definisi maslahah ini, adalah maslahah dalam 

pertimbangan syara’. Sebab, terkadang hal yang dipandang maslahah oleh 

umat manusia, belum tentu maslahah menurut syara’. Begitupun dengan 

mafsadah. Jadi maslahah adalah: menjaga tujuan-tujuan syara’ meskipun 

berseberangan dengan tujuan umat manusia. Maqashid  al-Syariah  secara  

sederhana  diartikan  sebagai  ”tujuan umum  dari  pembuatan  hukum-hukum  

syariah”.  Dalam  konsep  syariah, tujuan   umum   dari   pembuatan   hukum   

                                                             
8 Al-Ghazali, “al-Mustashfafi ‘ilm al-Ushul”Penerbit Daar al-Kotob al-Ilmiyah, (Beirut –

Lebanon. 2000) hlm. 325. 
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syariah   adalah   dalam   rangka perealisasian kemaslahatan manusia.9   

Aturan     main     yang     harus     dipegang     dalam     perealisasian 

kemaslahatan  ini  adalah  bahwa,  setiap  hukum  yang  dibuat/diciptakan 

setidaknya  harus  bisa  memenuhi  satu  unsur  terpenting  diantara  ketiga 

unsur  tersebut.  Dan  bahwa  unsur  yang  lebih  penting  harus  diutamakan 

diatas unsur yang kurang penting. Pelengkap tidak harus dipertahankan jika 

dalam penerapannya akan memberi cacat bagi kebutuhan sekunder. Dan 

sekunder serta pelengkap tidak harus dilaksanakan jika dalam penerapan 

salah satunya memberi cacat bagi kebutuhan primer. Karena aturan main 

yang sangat terfokus ini, maka seringkali disebut bahwa Maqashid    al-

Syariah merupakan    konsep    pencapaian    dan pemeliharaan terhadap lima 

hal di atas (agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta)   yang   merupakan   

kebutuhan   primer   bagi   manusia. Padahal sebenarnya pemenuhan terhadap 

kedua kebutuhan yang lainnya tidak pula diabaikan.  Sebab,  kemaslahatan  

manusia  secara  aggregat  akan  tercapai apabila   terpenuhi   berbagai   

kebutuhan   manusia   baik   yang   bersifat dharuriyyah (primer),  hajiyyah 

(sekunder), maupun tahsiniyyah (tersier). 

Dalam konsiep maṣlaḥah yang diiusiung olieh Imam al-Ghazali 

kiemaslahatan yang dimaksiud adalah piemieliharaan t iujiuan hiukium Islam, yang 

diantaranya adalah miemielihara agama, jiwa, akal, k ietiur iunan, dan harta 

bienda. Dan siebaliknya jika sietiap hal yang mier iusak maiupiun mienafikkan 

                                                             
9 Mahsun,   M.,   Saiban,   K.,   &   Munir,   M.   Pengembangan Pendidikan  Vokasi  

Perspektif  Maqāṣid    al-Syar’ah  dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif 

Maslahah Bidayatuna. (Jurnal Pendidikan    Guru    Mandrasah Ibtidaiyah,5(2) 2022), hlm. 126–

148. 
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tiujiuan hiukium Islam, dalam hal ini Maqāshid syariah maka disiebiut diengan 

mafsadat, yang olieh kar iena it iu siesiuat iu yang mienghindarkan dari mafsadat 

disiebiut siebagai  maṣlaḥah.10  

S iuatiu prodiuk hiukium ataiu atiuran yang miengat iur t ientang p iembient iukan 

pierat iuran pier iundang- iundangan har ius didasarkan pada kons iep ataiu gagasan 

manfaat tanpa miendatangkan bahaya. D iengan oriientasi maṣlaḥah yang 

bierfokius pada konsiep dasar mienata kiehidiupan masyarakat yang diantaranya 

mielingkiupi aspiek piemieliharaan jiwa, akal hingga harta bienda. bagaimana 

kiemaslahatan it iu dirasakan olieh masyarakat tierliebih pada politik hiukium 

dalam piembahar iuan Kitab iUndang- iundang Hiukium Pidana tiersiebiut. Sierta 

miengiulas liebih dalam apakah iupaya t iersiebiut siudah siesiuai jika dikaji d iengan 

siudiut pandang maṣlaḥah. 

Bierdasarkan iuraian diatas, mieniur iut pieniulis aspiek piembahar iuan dielik 

zina di dalam KiUHP yang bar iu di nilai siejalan d iengan prinsip-prinsip 

kiemaslahatan yang ada dalam bangsa Indon iesia dan disini p ieniulis jiuga 

mieniegaskan bahwa yang akan di bahas olieh pieniulis adalah dari siegi aspiek 

politik hiukium p iembahar iuan dielik zinanya nya lah yang akan di lihat ataiu di 

tinjiu dari piersp iektif maslahah. 

Olieh kar iena it iu pieniulis t iertarik iunt iuk miemilih jiudiul pienielitian ini yang 

bierjiudiul Politik H iukium Dielik Zina Dalam Piembahariuan Kitab iUndang-

iUndang Hiukium Pidana Piersp iektif Maṣlaḥah (Stiudi Pasal 411- 413 

                                                             
10 Asiah, Nur. “Maṣlaḥah Menurut Konsep Imam Ghazali”, Diktum: Jurnal Syari’ah dan 

Hukum, Vol. 18, No.1, 2020, hlm. 123. 
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iUndang-iUndang Nomor 1 Tah iun 2023 Tientang Kitab iUndang-iUndang 

H iukium Pidana).   

 

B. Diefinisi Op ierasional  

  iUnt iuk miembatasi p iengiertian dalam p ienielitian ini agar tidak mienjadi 

kieliuasan makna, maka p ieniulis akan mieniegaskan istilah yang dig iunakan, 

diantaranya:  

1. Politik H iukium 

Dalam biebierapa lit ierasi sieringkali t ierdapat kiutipan miengienai Politik 

hiukium, disini p ieniulis miengambil salah t ieori dari Mahfiud MD yang dimana 

dijielaskan bahwa Politik H iukium Mieniur iut Mahfiud MD, diartikan siebagai 

liegal policy (kiebijakan hiukium) yang akan ata iu tielah dilaksanakan olieh 

piemierintah. Politik hiukium ini miencakiup piembiuatan hiukium yang bierintikan 

piembiuatan dan p iembahar iuan t ierhadap mat ieri-matieri hiukium agar dapat 

disiesiuaikan d iengan kiebiut iuhan, dan p ielaksanaan k ietient iuan hiukium yang 

siudah ada, t iermasiuk pieniegakan fiungsi liembaga dan p iembinaan para 

pieniegak hiukium. 

Miengienai piemahaman t ientang politik hiukium, dalam p ienielitian ini 

pieniulis akan miembahas dan mienieliti tantang politik hiukium piembahar iuan 

dielik zina dalam p iembahar iuan KiUHP lama dan yang bar iu di bandingkan 

apakah siudah siesiuai diengan pandangan hid iup masyarakat dan bangsa 

Indoniesia ataiu bielium. 
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2. Kitab iUndang-iUndang Hiukium Pidana Nomor. 1 Tah iun 2023 

Kitab  iUndang- iUndang  Hiukium  Pidana,  ataiu biasa di siebiut jiuga 

diengan KiUHP adalah  p ierat iuran  hiukium  yang  miengat iur t ientang tindak 

pidana dan sanksi yang bierlakiu di Indoniesia. KiUHP it iu siendiri s iekarang 

dilakiukan adanya p iembahar iuan dan disiesiuaikan d iengan norma k iult iur dan 

biudaya yang ada di Indoniesia yang dimana P ienietapan dasar k iebijakan 

pierliuasan p ierzinahan yang siebieliumnya di at iur dalam pasal 284 KiUHP 

mienjadi pasal 411-413 KiUHP t ientang p ierzinaan yang dimana s iekarang 

mienjadi liebih komplieks, siekarang dip ierliuas siubstansi d ielik zinanya d iengan 

tidak miembiedakan antara mier ieka yang t ielah kawin d iengan yang bielium 

kawin, biegit iu piula tidak dibiedakan antara laki-laki dan p ier iempiuan dalam 

mielakiukan tindak pidananya. 

3.  Zina 

Zina siecara ietimologis bierasal dari bahasa Arab yang artinya 

piersietiubiuhan di liuar piernikahan.11Piengiertian zina siecara iumium adalah 

piersietiubiuhan pria- wanita tanpa ikatan p ierkawinan yang sah. Dari s iegi tata 

siusila pierbiuatan ini sangat kotor, hina dan t ierciela dalam pandangan 

masyarakat, siedangkan dari siegi agama p ierbiuatan ini t ierhiukium dosa. 

Disini p ieniulis miebahas t ientang d ielik zinanya it iu siendiri kar iena zina 

it iu siudah di jielaskan dalam Al-Qiur’an jielas kieharamannya dan mier iupakan 

dosa biesar siehingga har ius adanya p ierat iuran yang k ietat dalam miengat iur 

                                                             
11 Erman Sulaeman, Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, 

Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 47. 
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piersoalan t ientang pierzinaan ini kar iena siemiua ini mier iupakan hasil falsafah 

hidiup maniusia.12 

4. Maṣlaḥah 

Maṣlaḥah bierasal dari kata Shalaha ْ)صلح( diengan pienambahan 

“alif” di awalnya yang siecara arti kata bierarti “baik” lawan kata 

“biur iuk” ataiu “r iusak”. Ia adalah mashdar d iengan arti kata shalah  

ْح( yait )صلا iu “manfaat” ataiu “t ierliepas daripadannya k ier iusakan”. 

P iengiertian mashlahah dalam bahasa Arab bierarti p ierbiuatan –

pierbiuatan yang miendorong k iepada kiebaikan mieniusia. Dalam 

artinya yang iumium adalah sietiap siegala siesiuat iu yang biermanfaat 

bagi maniusia, baik dalam arti mienarik ataiu mienghasilkan 

kieiunt iungan ataiu kiesienangan; ataiu dalam arti mienolak ataiu 

mienghindarkan siepierti mienolak kiemiudhorotan ataiu kieriusakan. Jadi 

sietiap yang miengandiung manfaat pat iut disiebiut mashlahah. 

Yang di maksiudkan p ieniulis dalam konsiep maṣlaḥah di sini adalah 

miengienai politik hiukium dari iUndang- iundang No 1 Tahiun 2023 mieniur iut 

pieniulis aspiek piembahar iuan dielik zina di dalam KiUHP yang bar iu di nilai 

siejalan d iengan prinsip-prinsip k iemaslahatan yang ada dalam bangsa 

Indoniesia. dalam siudiut pandang maṣlaḥah yang apakah t ierdapat poin 

manfaat ataiu jiustr iu hanya t ierdapat miufsadat ataiu kier iugian di dalam politik 

hiukiumnya.  

 

                                                             
12 Abdul A’la Almaududi, Kejamkah Hukum Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1979, hlm. 

36-37. 
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C. Riumiusan Masalah 

Bierdasarkan latar bielakang diatas pieranan hiukium pidana Islam dan 

hiukium Adat miempiunyai pieran stratiegis dalam piembahariuan hiukium pidana 

nasional, agar pienielitian ini liebih tierarah, maka pieniulis mieriumiuskan 

piertanyaan- piertanyaan siebagai bierikiut: 

1. Bagaimana Politik Hiukium Piembahariuan Dielik Pierzinaan Dalam iUiU No. 

1 Tahiun 2023 Tientang KiUHP? 

2. Bagaimana Politik Hiukium Piembahariuan Dielik Pierzinaan iUiU No. 1 

Tahiun 2023 Tientang KiUHP Pierspiektif Maslahah? 

 

D. Tiuj iuan Pien ielitian 

Bierdasarkan r iumiusan masalah diatas maka dapat dik ietahiui t iujiuan 

pienielitian ini siebagai bierikiut: 

1. iUnt iuk miengietahiui bagaimana politik hiukium piembahar iuan pasal 

pierzinaaan iUiU No. 1 Tahiun 2023 t ientang Kitab iUndang- iUndang Hiukium 

Pidana. 

2. iUnt iuk mienganalisis bagaimana politik hiukium piembahar iuan pasal 

pierzinaan dalam iU iU No. 1 Tahiun 2023 t ientang Kitab iUndang- iUndang 

Hiukium Pidana di tinjaiu dari pierspiektif maslahah. 

 

E. Manfaat Pien ielitian  
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Adapiun manfaat yang diharapkan olieh pieniulis dari p ienielitian ini adalah 

siebagai bierikiut: 

a) iUnt iuk miembierikan piemahaman dan p iengietahiuan bagi p ieniulis khiusiusnya 

dan bisa mienjadi bahan bacaan bagi masyarakat pada iumiumnya. 

b) Diharapkan mamp iu miembierikan siumbangsih ilmiu piengietahiuan dan 

r iefier iensi bagi mahasiswa syariah khiusiusnya mahasiswa H iukium Tata 

Niegara yang akan mielakiukan pienielitian sielanjiutnya. 

 

F. Kajian Piustaka 

Kajian ini iunt iuk mienghindari adanya k iesamaan dan mienghindari adanya 

plagiasi d iengan adanya p ienielitian-pienielitian siebieliumnya, sierta akan 

kiebahar iuan skripsi ini. Dalam s iebiuah p ienielitian ini dip ierliukan adanya t ieori 

siebagai alat iunt iuk miembiuat siuatiu analisis yang sist iematis dan dapat diiuji 

sierta dik iembangkan olieh orang lain. Ada biebierapa lit ielat iur yang mienjadi 

dasar, adap iun siumbier siumbier antara lain :  

1. Skripsi bierjiudiul “Politik H iukium iUndang- iUndang Nomor 13 Tahiun 2022 

T ientang P ier iubahan Kiediua iUndang- iUndang Nomor 12 Tahiun 2011 

T ientang P iembientiukan P ierat iuran P ier iundang- iUndangan P ierspiektif 

Maṣlaḥah”. yang di siusiun olieh Nabila S ieptiaimani dari Jiur iusan Hiukium 

Tata Niegara Fakiultas Syariah dari iUIN Prof. K.H. Saifiuddin Ziuhri,13 

P ienielitian k iepiustakaan ini miembahas t ientang bagaimana  politik hiukium 

                                                             
13 Nabila Septiaimani “Politik Hukum Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan Perspektif Maṣlaḥah”, Skripsi, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. 

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023. 



17 

 

 
 

iundang- iundang nomor 13 tahiun 2022 t ientang p ier iubahan k iediua iundang-

iundang nomor 12 tahiun 2011 pierspiektif maṣlaḥah. P iersamaan skripsi 

pieniulis diengan skripsi t iersiebiut aadalah sama-sama miembahas t ientang 

politik hiukium dan di analisis mielaliui pierspiektif maslahah. siedangkan 

pierbiedaanya ialah p ieniulis miembahas t ientang analisis t ierhadap 

piembahar iuan hiukium zina dalam iUiU No. 1 Tahiun 2023 t ientang KiUHP..  

2. Jiurnal karya T iegiuh Kiurniyawan dkk, Jiurnal  Binamiulia Hiukium diengan 

jiudiul Kontriuksi Politik H iukium Pidana T ierhadap Dielik Pierzinaan Dalam 

Rancangan Kitab iUndang- iUndang Hiukium Pidana.14 P ienielitian ini 

miengkaji t ientang kont iuksi politik hiukium pidana d ielik pierzinaan rancangan 

Kitab iUndang- iUndang Hiukium Pidana p ierbandingan Pasal 284 KiUHP 

diengan Pasal 415 RKiUHP. Piersamaanya d ienga skripsi p ieniulis adalah 

sama sama miembahas t ientang piembahar iuan dielik p ierzinaan. P ierbiedaanya 

adalah miembandingkan t ientang d ielik pierzinaan antara kiediua Kitab 

iUndang- iUndang Hiukium Pidana. 

3. Skripsi bierjiudiul “Politik Hiukium P iengat iuran Masa Jabatan Hakim 

Konstit iusi dalam iUndang- iundang Nomor 7 Tahiun 2020 P ierspiektif 

maṣlaḥah miursalah”. yang disius iun olieh Afriza Lintang Pratiwi, dari iUIN 

Prof. K.H. Saifiuddin Ziuhri.15 Pienielitian kiepiustakaan ini miembahas t ientang 

bagaimana politik hiukium  dari  piengat iuran  masa  jabatan   sieorang  hakim 

                                                             
 14 Teguh Kurniyawan Dkk, “Kontruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik 

Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Bina mulia Hukum, Vol. 12, 

No. 1, Juli 2024. 
15 Afriza Lintang Pratiwi, “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi 

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif maṣlaḥah mursalah”, Skripsis, 

Purwokerto: Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. 
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mahkamah konstit iusi dalam pierspiektif maṣlaḥah miursalah, diengan 

miempiertanyakan bagaimana pandangan maṣlaḥah miursalah siendiri 

tierhadap politik hiukium pierat iuran t iersiebiut biesierta pandangannya t ierhadap 

miekanismie dalam piemilihan hakim dalam instit iusi mahkamah konstit iusi. 

P iersamaannya diengan yang p ieniulis kaji adalah sama sama mienggiunakan 

pandasngan p ierspiektif maslahah dan miembahas politik hiukium. S iedangkan 

pierbiedaannnya adalah pandangan dalam mat ieri yang akan dibahas yakni 

tientang miekanismie dalam p iemilihan hakim dalam instit iusi Mahkamah 

Konstit iusi.   

4. Skripsi Bierkjiudiul “P iemikiran Mahfiud Md T ientang Politik Hiukium Islam 

S iebagai S iumbier Hiukium Di Indoniesia.” Yang di siusiun olieh Abdiul Aziz 

Miuslim dari Fak iultas Syariah iUniviersitas Islam N iegieri Rad ien Intan 

Lampiung.16 P ienielitian k iepiustakaaan ini miembahas t ientang bagaimana 

politik hiukium piemikiran dan Kontribiusi Mahfiud MD T ientang Hiukium 

Islam S iebagai S iumbier Hiukium Positif Di Indoniesia. Piersamaannya d iengan 

yang pieniulis kaji adalah sama sama miembahas politik hiukium siedangkan 

pierbiedannya p ieniulis miembahas miengienai politik hiukium tapi atas 

piemikiran Mahfiud Md.  

5. Jiurnal karya Sahran Hadziq Jiurnal Liex Riennaissancie, d iengan jiudiul 

"Piengatiuran Tindak Pidana Zina Dalam K iUHP Dikaji Dari Pierspiektif 

Living Law".17 Pienielitian ini miengkaji t ientang Apakah r ielievan ataiu 

                                                             
16 Abdul Aziz Muslim, “Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai 

Sumber Hukum Di Indonesia”, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2017. 
17 Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif 
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tidaknya pasal 284 Kitab iUndang- iUndang Hiukium Pidana dit ierapkan pada 

tindak pidana zina bila dikaji dari p ierspiektif living law dan miengietahiui 

bagaimana konsiep tindak pidana zina yang r ielievan dalam p iengat iuran 

hiukium di Indoniesia. P iersamaannya d iengan yang p ieniulis kaji adalah sama 

sama miembahas ataiu mienyinggiung pasal p ierzinaan p iengat iuran tindak 

pidana zina dalam K iUHP siedangkan p ierbiedannya adalah dari p ierspiektif 

piembahasannya. 

Tab iel 1. 

Pierbandingan Kajian Piustaka Tierdah iuliu 

 

No. Nama  Jiud iul Piersamaan Pierb iedaan 

 

1. Nabila 

S ieptiaimani 

“Politik 

Hiukium 

iUndang- 

iUndang 

Nomor 13 

Tahiun 2022 

T ientang 

P ier iubahan 

Kiediua 

iUndang- 

iUndang 

Nomor 12 

Tahiun 2011 

T ientang 

P iembient iukan 

P ierat iuran 

P ier iundang-

iUndangan 

P ierspiektif 

Maṣlaḥah 

P iersamaan 

skripsi 

pieniulis 

diengan 

skripsi 

tiersiebiut 

adalah sama-

sama 

miembahas 

tientang 

politik hiukium 

dan di analisis 

mielaliui 

pierspiektif 

maslahah. 

P ierbiedaan 

skripsi p ieniulis 

diengan skripsi 

tiersiebiut adalah 

tientang 

piembahasan 

analisis t ierhadap 

piembahar iuan 

pasal p ierzinaan 

dalam iUiU No. 1 

Tahiun 2023 

tientang Kitab 

iUndang- iUndang 

Hiukium Pidana.  

 

2.  Tiegiuh 

Kiurniyawan 

dkk 

Kontriuksi 

Politik 

Hiukium 

Pidana 

T ierhadap 

P iersamaan 

skripsi 

pieniulis 

diengan 

skripsi 

P ierbiedaan 

skripsi p ieniulis 

diengan skripsi 

tiersiebiut adalah 

T ierlietak pada 

                                                             
Living Law”., 2019. 
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Dielik 

Pierzinaan 

Dalam 

Rancangan 

Kitab 

iUndang-

iUndang 

Hiukium 

Pidana.  

tiersiebiut 

adalah sama-

sama T ierlietak 

pada 

piembahasan 

tientang 

Politik 

Hiukium dan 

yang di bahas 

adalah 

tientang 

politik hiukium 

dielik 

pierzinaan.  

 

piembahasannya 

yait iu 

miembandingkan  

antara KiUHP 

dan RKiUHP  

tientang d ielik 

pierzinaan. 

3. B Afriza 

Lintang 

Pratiwi 

Politik 

Hiukium 

P iengat iuran 

Masa Jabatan 

Hakim 

Konstit iusi 

dalam 

iUndang-

iundang 

Nomor 7 

Tahiun 2020 

P ierspiektif 

maṣlaḥah 

miursalah, 

P iersamaan 

skripsi 

pieniulis 

diengan 

skripsi 

tiersiebiut 

adalah sama-

sama 

miembahas 

miengienai 

skripsi yang 

mienggiunakan 

pandangan 

pierspiektif 

maslahah dan 

miembahas 

politik 

hiukium.   

P ierbiedaan 

skripsi p ieniulis 

diengan skripsi 

tiersiebiut adalah 

pandangan 

dalam mat ieri 

yang akan 

dibahasnya 

yakni t ientang 

miekanismie 

dalam p iemilihan 

hakim dalam 

instit iusi 

Mahkamah 

Konstit iusi.   

  

4. Abdiul Aziz 

Miuslim 

P iemikiran 

Mahfiud Md 

T ientang 

Politik 

Hiukium Islam 

S iebagai 

S iumbier 

Hiukium Di 

Indoniesia. 

P iersamaan 

skripsi 

pieniulis 

diengan 

skripsi 

tiersiebiut 

adalah sama-

sama T ierlietak 

pada 

Miembahasan 

tientang 

politik 

hiukium. 

P ierbiedaan 

skripsi p ieniulis 

diengan skripsi 

tiersiebiut adalah 

miembahas 

miengienai 

politik hiukium 

islam siebagai 

siumbier hiukium 

di Indoniesia 

tietapi atas 

piemikiran 

Mahfiud Md.  
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5. Sahran 

Hadziq 

"P iengat iuran 

Tindak 

Pidana Zina 

Dalam 

KiUHP Dikaji 

Dari 

P ierspiektif 

Living Law" 

P iersamaan 

skripsi 

pieniulis 

diengan 

skripsi 

tiersiebiut 

adalah Sama-

sama 

miembahas 

tientang 

piengat iuran 

tindak pidana 

zina dalam 

KiUHP. 

P ierbiedaan 

skripsi p ieniulis 

diengan skripsi 

tiersiebiut adalah 

P ierbiedannya 

adalah dari 

pierspiektif yang 

di bahasnya 

yait iu pierspiektif 

living law 

siedangkan 

pieniulis 

mienggiunakan 

pierspiektif 

maslahah. 

 

  

Dari biebierapa p ienielitian t ierdahiuliu di atas, dapat dilihat d iengan jielas dan 

disimp iulkan bahwa jienis pienielitian dan objiek pienielitian bierbieda diengan apa 

yang p ieniulis t ieliti. 

 

G. Mietod ie Pien ielitian 

Siecara iumium mietodie pienielitian mieriupakan sierangkaian kiegiatan ilmiah 

yang miemaparkan bagaimana cara kierja siuatiu pienielitian ilmiah itiu 

bierlangsiung, dan iuntiuk miemahami siuatiu objiek dan siubjiek dalam siuatiu 

Mietodie yang pieniulis giunakan dalam pienielitian ini adalah mietodie pienielitian 

kiualitatif. Yang dimaksiud diengan mietodie kiualitatif adalah siuatiu tata cara 

pienielitian yang mienghasilkan data dieskriptif-analitis, yaitiu apa yang 

dinyatakan olieh riespondien siecara tiertiulis maiupiun lisan, dan jiuga pierilakiunya 

nyata, yang ditieliti dan dipielajari siebagai siesiuatiu yang iutiuh.18  Mietodie 

                                                             
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 250. 
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pienielitian kiualitatif mielipiuti: 

1. Jienis pienielitiani 

 Ditinjaiu dari objiek kajian yang akan dibahas, dalam hal ini p ieniulis 

mienggiunakan jienis pienielitian k iepiustakaan (library r iesiearch). P ienielitian 

kiepiustakaan adalah k iegiatan iunt iuk mienghimpiun informasi yang r ielievan 

diengan topik ata iu masalah yang mienjadi objiek pienielitian. Informasi 

tiersiebiut dapat dip ierolieh dari biukiu-biukiu, karya ilmiah, t iesis, disiertasi, 

iensiklop iedia, int ierniet dan siumbier-siumbier lain. Dalam p ienielitian ini akan 

dilakiukan p ienielaahan t ierhadap biukiu-biukiu ataiu siumbier-siumbier lain yang 

bierkaitan d iengan piermasalahan yang akan dibahas. Bierdasarkan biebierapa 

variabiel t iersiebiut diatas maka jienis pienielitian yang digiunakan pienieliti 

adalah jienis pienielitian kiualitatif stiudi kiepiustakaan ataiu  library  riesiearch, 

yakni diengan miempielajari sierta mienganalisis biukiu-biukiu ataiupiun 

dokiumien-dokiumien t iert iulis lainnya yang bierkaitan d iengan p ienielitan ini. 

Diengan kata lain P ienielitian ini adalah pienielitian kiualitatif yang biersifat 

stiudi piustaka (library riesiearch) yang mienggiunakan biukiu-biukiu, jurnal, 

artikrel dan lit ierat iur-lit ierat iur lainnya siebagai objiek yang iutama.19  

pienielitian ini miengangkat biebierapa data, informasi yang mienarik iunt iuk 

pienieliti kaji t ierkait iundang- iundang nomor 1 Tahiun 2023 Kitab iUndang-

iUndang Hiukium Pidana 

2. P iendiekatan P ienielitian 

 P iendiekatan pienielitian dapat diartikan siebagai iusaha iunt iuk miencapai 

                                                             
19 Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Research (Yogyakarta: Andi Ofset, 2001), hlm. 3. 
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piengiertian t ientang masalah p ienielitian. Dalam hal lain diartikan s iebagai 

sarana iunt iuk miemahami dan sierta miengarahkan p iermasalahan yang 

dit ieliti. Dapat dikatakan bahwa p iendiekatan p ienielitian dalam siuat iu 

pienielitian hadir g iuna miemiecahkan siuat iu piermasalahan yang mienjadi 

pokok bahasan siuat iu pienielitian, t ier iutama dalam p ienielitian hiukium. 

Diemikian p iendiekatan yang dig iunakan dalam p ienielitian ini adalah 

P iendiekatan P ier iundang- iundangan (Stat iuie Approach). Yait iu piendiekatan 

yang dilak iukan diengan mienielaah siemiua pierat iuran pier iundang iundangan 

dan r iegiulasii yang miempiunyai kiet ierkaitan diengan  isiu hiukium yang siedang 

dit ieliti.  Pada dasarnya p iendiekatan ini dilak iukan diengan  mielakiukan  

mienganalisis  siemiua  bient iuk  ir iegiulasi  yang  bierkaitan d iengan masalah 

hiukium yang siedang dit ieliti.20 S iepierti yang t ielah dijielaskan siebieliumnya,   

maka   dalam   p ienielitian ini p ier iundang- iundangan   yang diidientifikasikan 

adalah iundang- iundang Nomor 1 Tahiun 2023. 

3. S iumbier Data 

 S iubjiek siumbier data pienielitian yang disiebiutkan dalam p ienielitian ini 

adalah siumbier data yang dir iujiuk dalam p ienielitian ini. Diemikian dari data-

data tiersiebiut akan miemiunciulkan jawaban-jawaban yang bier iupa gagasan 

bar iu siepierti yang diharapkan. T ierdapat diua siumbier data dalam pienielitian 

ini, yang S iecara garis biesar dalam p ienielitian ini pieniulis mienggiunakan diua 

siumbier data siebagai bahan p iengolahan data, yang dimaks iud adalah: 

                                                             
20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 

55 
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a. Siumbier Data Primier 

Data primier adalah data yang dip ierolieh dari siumbiernya tanpa 

adanya pierantara pihak yang lain. Di antaranya data-data yang bier iupa 

ikiet ient iuan pierat iuran p ier iundang- iundangan yang bierlakiu dan miemiliki 

kiekiuatan yang miengikat bierdasarkan hiierarki p ier iundang- iundangan, 

diemikian dalam p ienielitian ini siumbier data primier dapat pienieliti 

pierolieh dari S iumbier primier adalah siumbier yang langsiung miempiunyai 

wiewienang dan biertanggiungjawab t ierhadap p iengiumpiulan data.21  

S iumbier data primier yang p ieniulis giunakan siepierti: 

1) iUndang- iUndang Nomor 1 Tahiun 2023 T ientang Kitab iUndang-

iUndang Hiukium Pidana. 

b. S iumbier Data Siekiundier 

S iumbier siekiundier adalah data yang dip ierolieh sieorang pienieliti 

siecara tidak langsiung dari siumbiernya (objiek pienielitian), t ietapi mielaliui 

siumbier lain. P ienieliti miendapatkan data yang siudah jadi yang 

dikiumpiulkan olieh pihak lain d iengan bierbagai cara ataiu mietodie baik 

siecara komiersial maiupiun non komiersial. 22 Siumbier data siekiundier yang 

pieniulis g iunakan mielipiuti biukiu, jiurnal, artik iel, dan siumbier lain yang 

r ielievan d iengan pienielitian yang p ieniulis kaji. 

                                                             
21 Winarmo Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode dan Teknik (Bandung: 

Tarsito, 1982), hlm. 134. 
22 Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) 

Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214. 
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4. Mietodie Piengiumpiulan Data 

 Miengingat jienis dari p ienielitian ini adalah p ienielitian k iepiustakaan 

(library r iesiearch), maka mietodie piengiumpiulan data yang p ieniulis giunakan 

adalah mietodie piengiumpiulan data lit ier ier yang mielipiuti data primier dan data 

siekiundier yang sies iuai d iengan objiek piembahasan, siehingga mienghasilkan 

konsiep yang iut iuh. 

5. Mietodie Analisis Data 

 Analisis data adalah pros ies miencari dan mienyiusiun siecara sist iematis 

data yang dip ierolieh dan bierhasil dik iumpiulkan, baik bier iupa catatan-

catatan, dokiumientasi, d iengan cara miengorganisasikan data kie dalam 

katiegori, mienjabarkan k ie dalam iunit- iunit, mielakiukan sint iesa, mienyiusiun 

kie dalam pola, miemilih mana yang p ienting dan yang akan dip ielajari, dan 

miembiuat k iesimpiulan siehingga miudah dipahami olieh diri siendiri maiupiun 

orang lain.  Bierkaitan d iengan p ienielitian ini, mietodie yang pieniulis giunakan 

yait iu mietodie analisis isi (cont ient analysis), yang t ierdiri dari mietodie 

bierpikir ind iuktif dan mietodie bierpikir d iediuktif.23 

 Mietodie bierpikir ind iuktif yait iu siebiuah cara yang bierangkat dari 

fakta-fakta yang khiusius ataiu pieristiwa-pieristiwa yang konkrit, kiemiudian 

ditarik dalam g ienieralisasi-gienieralisasi yang biersifat iumium.24 Mietodie ini 

                                                             
23 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329. 
24 Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Research (Yogyakarta: Andi Ofset, 2001), hlm. 42 
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pieniulis giunakan iunt iuk mielakiukan analisis t ierhadap siumbier-siumbier ataiu 

data-data yang t ierkait dalam p ieniulisan p ienielitian ini. 

 Mietodie diediuktif mier iupakan p ienalaran yang bierangkat dari 

piemikiran yang biersifat iumium ataiu biertitik tolak dari p iengietahiuan iumium, 

kiemiudian disimp iulkan dalam p iengiertian yang khiusius.25  Mietodie ini 

digiunakan p ieniulis iuntiuk miembierikan p ienalaran yang rasional t ierhadap 

data yang t ielah t iersiusiun dan t ierkiumpiul iuntiuk mienjadikan prosies pienarikan 

kiesimpiulan. 

 

H. Sist iematika Piembahasan 

iUnt iuk miempiermiudah dalam miemahami dan miencierna masalah-masalah 

yang akan dibahas, maka p ieniulis mienyajikan sist iematika p iembahasan 

pienielitian ini siebagai bierikiut: 

Bab piertama, bab ini mier iupakan p iendahiuliuan yang miemiuat cakiupan 

siecara iumium siebagaimana dalam siuat iu pienielitian, siepierti p ierihal latar 

bielakang masalah, d iefinisi op ierasional, r iumiusan masalah, t iujiuan p ienielitian, 

manfaat pienielitian, kajian p iustaka, mietodie pienielitian, dan sist iematika 

piembahasan. 

Bab kied iua, pada bab ini p ieniulis akan miembahas miengienai p iengiertian 

Landasan T ieori, siecara iumium bab ini akan miembahas t ientang tinjaiuan iumium 

atas biebierapa kajian p iustaka iutama yang t ierdiri dari biebierapa t ieori iumium yang 

                                                             
25 Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Research.., hlm. 36. 
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miembahas t ientang P iengiertian dan konsiep politik hiukium Indoniesia, konsiep 

pierat iuran pier iundang- iundangan, konsiep maṣlaḥah,  

Bab kietiga, pada bab ini p ieniulis miembahas miengienai gambaran dari 

siesiuat iu Hasil P ienielitian dan p iembahasan, dalam bab ini p ienieliti akan 

miemaparkan t ientang P iembahasan yang mienjawab p iertanyaan atas r iumiusan 

masalah yang p iertama, sierta miemaparkan bagaimana hasil p ienielitiannya. 

Yakni piembahasan atas hasil p ienielitian analisis t ierhadap politik hiukium 

iundang- iundang Nomor 13 Tahiun 2022 yang k iemiudian disiertakan miengienai 

partisipasi masyarakat yang biermakna d iengan piersp iektif maslahah. 

Bab kieiempat, adapiun dalam bab ini p ienieliti akan mielakiukan analisa 

tierhadap p iermasalahan dalam iUndang- iUndang No. 1 Tahiun 2023 T ientang 

KiUHP, kiemiudian p iermasalahan t iersiebiut dikaitkan k ieiempat Hasil P ienielitian 

dan P iembahasan, dalam bab ini p ienieliti akan miemaparkan t ientang   

P iembahasan   yang   miencakiup   pada   pokok piermasalahan dalam p ienielitian 

pada r iumiusan masalah yang k iediua, yakni mielipiuti analisa liebih lanjiut data 

yang didapat t ierhadap politik hiukium t ierhadap iundang- iundang nomor 1 Tahiun 

2023 dalam p iersp iektif maṣlaḥah. 

Bab kielima, dalam bab ini miemiuat cakiupan hasil p ienielitian dalam 

bient iuk kiesimpiulan sierta adanya saran siebagai kiet ierangan tambahan dan tindak 

lanjiut miengienai p ienielitian ini siecara akadiemis diengan diakhiri daftar  p iustaka 

dan biebierapa lampiran-lampiran p ieliengkap data, sierta daftar riwayat hid iup 

pienieliti. 
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BAB II 

LANDASAN TiEORI TiENTANG POLITIK HiUKiUM DiELIK ZINA DAN 

KONSiEP MAṢLAḤAH 

 

A. Konsep Politik Hukum 

1. Pengertian Politik Hukum 

Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya 

usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan 

peraturan- peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa 

ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan hukum diartikan 

sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan 

mengandung sanksi apabila dilanggar. Politik hukum berarti kebijakan 

negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-

undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk 

menyelesaikan permasalahan negara. Oleh karena itu negara berupaya 

membuat dan menetapkan perundang-perundangan supaya tujuan negara 

tercapai. Negara di sini adalah lembaga legeslatif yang berwenang 

menetapkan perundang-undangan setelah disetujui oleh lembaga eksekutif 

yakni presiden. Politik hukum juga bisa dijelaskan sebagai “garis resmi” 

yang ditetapkan negara guna mencapai tujuan negara melalui hukum.26 

Pengertian kebijakan dan politik hukum pidana dapat dilihat dari 

politik hukum maupun politik kriminal, yang dimana berarti dalam 

                                                             
26 Islamiyati dan Dewi Hendrawati, Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya, (Law, 

Development & Justice Review, Mei 2019. e-ISSN: 2655-1942), Vol 2, No. 1 (2019), hlm. 106. 
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melaksanakan politik hukum berarti mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti syarat 

keadilan dan daya guna.  

Suatu  mekanisme  penciptaan  peraturan  perundang-undangan  

salah  satunya dibentuk   melalui   politik   hukum   yang   dikehendaki   para   

penguasa   pada   masa tersebut.Sehingga  mekanisme  penciptaan  hukum  

yang  ada  di  Indonesia saat ini adalah   berdasarkan   kehendak   dan   

kewenangan   pemegang   tampuk   kekuasaan. Politik  Hukum  dapat  

dijabarkan  sebagai  kemauan  atau  kehendak  negara terhadap hukum.  

Politik  hukum  adalah  kebijakan  pemerintah  mengenai  hukum  mana  

yang akan  dipertahankan,  hukum  mana  yang  akan  diganti,  hukum  mana  

yang  akandirevisi dan hukum mana  yang akan  dihilangkan. Dengan 

demikian melalui politik hukum,negara  membuat  suatu  rancangbangun 

pembangunan  hukum  nasional  di Indonesia.27 

Pengertian politik hukum juga telah di jelaskan oleh beberapa ahli 

hukum diantara yaitu sebagai berikut.  

Menurut Mahfud MD, menjelaskan bahwa bahwa politik hukum 

diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) garis  kebijakan  resmi 

yang  hendak  diterapkan  atau  dilaksanakan baik dengan  pembuatan  

hukum  baru  maupun  penggantian  hukum  lama  dalam  rangka mencapai 

tujuan negar yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik 

                                                             
27 M. Wildan Humaid, POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS REKOGNISI 

PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM KONTESTASI POLITIK KEWARGAAN INDONESIA, 

Jurnal al-daulah Vol. 9/ No. 1/ Juni 2020, hlm.67. 
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hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan 

pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk 

penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.28 

Menurut Soedarto, menjelaskan bahwa politik hukum adalah usaha 

untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan 

dan situasi pada suatu waktu. Pengertian ini dapat dimaknai bahwa politik 

hukum merupakan upaya negara untuk mewujudkan hukum yang dijiwai 

dengan iktikad baik dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang 

tengah berlangsung. Ini berarti menjadikan hukum sebagai kebutuhan 

masyarakat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara, 

masyarakat dan bangsa.29 

Sunaryati Hartono juga berpendapat bahwa politik hukum adalah 

sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh 

pemerintah untuk menciptakan system hukum nasional yang dikehendaki 

dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa 

Indonesia. Pendapat ini menjelaskan bahwa politik hukum dapat digunakan 

sebagai alat atau bahan untuk membuat sistem hukum nasional yang 

dikendaki guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni nilai persatuan, keadilan 

sosial, kemanusiaan, kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktor-

                                                             
28 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1. 
29 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 151. 
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faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan 

oleh apa yang kita citacitakan atau tergantung pada kehendak pembentuk 

hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula 

oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta 

perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara 

tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang 

disebut dengan Politik Hukum Nasional.30 

2. Tujuan Politik Hukum 

Tujuan politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan 

hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, 

tidak hanya kepada pembuat UU, tetapi juga pengadilan yang menetapkan 

UU dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. 

Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan 

tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi.31 

3. Manfaat Politik Hukum 

Manfaat studi politik hukum di Indonesia yakni dapat mewujudkan 

cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera di dalam landasan ideologi negara 

yaitu Pancasila dan UUD NKRI 1945, karena politik hukum merupakan alat 

dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem 

hukum nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahfud MD yang 

menjelaskan bahwa politik hukum merupakan legal policy untuk 

                                                             
30 Sunaryati  Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung:  

Alumni, 1991), hlm. 1. 
31 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 

hlm. 15. 



32  

 

pemberlakuan hukum sehingga dapat mencapai tujuan negara. Politik 

hukum diperlukan karena beberapa sebab, antara lain:32 

 

a. Hukum terkait dengan perkembangan masyarakat. Hukum akan selalu   

menyertai kehidupan manusia di manapun berada, dan akan berubah 

sesuai dengan perkembangan manusia. 

b.  Hukum tidak dalam vakum, bekerjanya hukum mesti dipengaruhi oleh 

subsistemsubsistem lain, seperti; politik, sosial, ekonomi, teknologi. 

c.  Roscoe Pound, berpendapat bahwa hukum adalah alat untuk 

merekayasa social masyarakat (law as a tool of social enginering), 

hukum bisa mengubah kehidupan masyarakat sesuai yang dinginkan 

oleh hukum.  

Dengan demikian lahirnya politik hukum secara umum sangat 

dipengaruhi oleh system politik hukum di Indonesia yang bertujuan untuk 

mewujudkan tujuan ideal hukum. Oleh karena itu pembahasan politik 

hukum nasional di Indonesia, selalu diarahkan dalam upaya mencari, 

memilih dan menetapkan perundang- undangan yang dijadikan acuan atau 

alat negara dalam menyelesaikan problem bangsa. Implementasi politik 

hukum, yang berupa produk hukum, dapat ditemukan di PROLEGNAS 

(Program Legeslasi Nasional) dan PROLEGDA (Program Legeslasi 

Daerah), di mana produk hukum tersebut harus berpijak pada kerangka 

                                                             
32 Islamiyati dan Dewi Hendrawati, Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya., hlm. 

109. 
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dasar politik hukum, sebagai berikut:33 

a. Mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat adil dan makmur 

berdasarkanPancasila, karena Pancasila adalah falsafah negara yang 

mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang wajib diterapkan pada 

pembangunan hukum termasuk pada politik hukum. 

b. Ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni: 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia 

2. Memajukan kesejahteraan umum 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 

4. Ikut melaksanankan ketertiban dunia, berdasarkan

 kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

c. Dipandu oleh nila-nilai yang berasaskan Pancasila sebagai dasar 

negara, yaitu; 

1) Berbasis moral agama (asas Ketuhanan Yang Maha Esa), yang 

terdapat pada Sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa 

2) Menghargai dan melindungi hak asasi tanpa diskriminasi (asas 

kemanusiaan), terdapat pada Sila Kedua yakni Kemanusaan yang 

adil dan beradab. 

3) Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua katan 

primordialnya (asas persatuan dan kesatuan), terdapat pada Sila 

Ketiga yakni Persatuan Indonesia 

                                                             
33 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi., hlm.16. 
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4) Meletakkan kekuasaan negara di bawah kekuasaan rakyat (asas 

demokrasi), terdapat dalam Sila Keempat yakni Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran 

perwakilan. 

5) Membangun keadilan sosial (asas keadilan), yang terdapat dalam 

sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Hal ini berarti bahwa politik hukum dapat bekerjasama dengan ilmu 

sosial untuk merekayasa masyarakat agar dapat diberdayakan untuk 

kemajuan dan pengembangan ilmu  hukum. Jadi intinya adalah Politik 

hukum merupakan arah pembangunan hukum atau pembuatan dan 

pemilihan hukum yang berpijak pada kebijakan negara untuk membuat dan 

menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan 

tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan UUD NKRI 1945 

Alenia IV. Adapun dasar yang digunakan untuk menentukan arah 

pembangunan hukum tersebut adalah nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat yang terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam pembangunan hukum agar dapat 

mengadopsi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut 

menggunakan pendekatan religius, pendekatan keilmuan, pendekatan 

kebijakan dan pendekatan humanis. 

 

B. Tindak Pidana (Delik Zina) 

1. Pengertian Tindak Pidana 



35  

 

 Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai 

hukuman pidana.34 Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai 

ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut.35 

Dalam hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-

kadang juga delict untuk mengartikan istilah tindak pidana. Selain dua 

pengertian di atas ada beberapa pakar hukum pidana yang memberikan 

definisi mengenai strafbaar feit, antara lain : 

a. Menurut Simon, strafbaar feit, adalah kelakuan (handeling) yang 

diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan 

dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang  mampu 

bertanggungjawab.36 

b. Van Hamel merumuskan delict (strafbaar feit) sebagai kelakuan 

manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,dan melawan hukum, 

yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Jadi tindak pidana 

strafbaar feit  delict adalah perbuatan yang dinyatakan dilarang oleh 

undang-undang disertai ancaman sanksi pidana barang siapa melanggar 

larangan tersebut.37 

                                                             
34 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 2003), hlm 59. 
35 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 54. 
36 Pipin Syaripin, Hukum Pidana di indonesia, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), hlm 53. 
37 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 66. 
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c. Pengertian delik Dr. Jonaeadi Effendi merumuskan delik atau tidak 

pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana diserrtai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.38 

 

2. Macam-macam Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dibedakan atas pembagian tertentu, yaitu :  

a. Delik  

Agar membawa kepastian apakah suatu perbuatan merupakan 

kejahatan atau pelanggaran, maka undang-undang pidana mengatakan 

secara jelas suatu perbuatan akan menjadi apa, apakah menjadi suatu 

kejahatan dan apaapakah perbuatannya menjadi suatu pelanggaran. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengumpulkan semua 

delik kejahatan ke dalam Buku II, “Kejahatan‟, sedangkan semua delik 

pelanggaran dimasukkan kedalam Buku III “Pelanggaran‟.39 

Pembagian delik dibagi atas atas delik kejahatan dan delik 

pelanggaran ini muncul di dalam WvS Wetboek van Strafrecht (KUHP) 

Belanda tahun 1886, yang kemudian turun ke WvS (KUHP) Indonesia 

tahun 1918. Sebelum itu di negeri Belanda dikenal dengan tiga macam 

delik yaitu kejahatan, perbuatan buruk dan pelanggaran dimana 

pembagian ketiga ini dipengaruhi oleh Penal (Perancis) yang juga 

                                                             
38 Ismu Gunadi, Dkk, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta, 

Prenadamedia Group, 2014), hlm. 35. 
39 Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar 

Baru, 1983), hlm. 396. 
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membagi delik menjadi tiga bagian yaitu kejahatan (crimes), perbuatan 

buruk dan pelanggaran (Contravention).40 

Delik Aduan Istilah delik aduan (klacht delict), ditinjau dari arti 

kata klacht atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat 

dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk 

dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. 

Untuk delik aduan, jaksa hanya Cahaya Keadilan akan melakukan 

penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita dan 

dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat 

dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku 

ke II. Setiap delik yang dibuat oleh pembuat undang-undang dijadikan 

delik aduan secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud 

sekaligus juga ditunjukan siapa-siapa yang berhak mengajukan 

pengaduan tersebut. Pembentuk undang-undang telah menyaratkan 

tentang adanya suatu pengaduan bagi delik tertentu.41 

Adapun sebabnya menurut Von Liszt, Berner dan Von 

Swinderen adalah bahwa dipandang secara objektif pada bebrapa delik 

tertentu itu kerugian material atau ideal dari orang yang secara langsung 

telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain 

pada umumnya. Menurut MvT (Memori van Teolichting), 

disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah 

                                                             
40 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 75. 
41 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: Refika Aditama, 

2011), hlm. 32. 
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berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam 

suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang 

lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah 

dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut 

campur di dalam kasus tertentu. Sehingga keputusan apakah seseorang 

yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal 

tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa 

dirugikan.42 

b. Menurut cara merumuskannya delik dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Delik materiil. 

Yang dimaksud dengan delik metariil adalah apabila tindak 

pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana 

dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat 

tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan tersebut, misal : 

Pembunuhan : dalam ps 338 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan 

yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari 

perbuatan tersebut (seperti : menikam, memukul, membacok, 

menembak). Pembakaran rumah dengan sengaja : dalam ps 187 

KUHP dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan 

sengaja tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.43 

2) Delik Formil 

                                                             
42 Padrisan Jamba, “Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk 

Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia”, Vol 3. Nomor 1 ISSN : 2339-1693, hlm. 

29. 
43 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 36-38. 



39  

 

Ialah rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan 

yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.44 

Misal : penghasutan (ps 160 KUHP), di muka umum 

menyatakanperasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan 

terhadap satuatau lebih golongan rakyat Indonesia, penyuapan (ps 

209, 210 KUHP), sumpah palsu (ps 242 KUHP).45 

c. Berdasarkan macam perbuatannya, delik dibedakan menjadi :46 

1) Delik Komisi / Tindak Pidana Aktif 

Yaitu delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa 

delik yang dirumuskan secara materiil maupun formil. Disini orang 

melakukan perbuatan aktif melanggar larangan. 

2) Delik Omisi / Tindak Pidana Pasif 

Yaitu delik yang dilakukan dengan membiarkan atau 

mengabaikan. Disini delik dibedakan menjadi : 

a) Delik Omisi Murni yaitu membiarkan sesuatu yang 

diperintahkan . 

b) Delik Omisi tidak Murni yaitu disebut delicto commissionis 

perommisionis. Delik ini terjadi jika oleh undang-undang tidak 

dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat 

ditimbulkandengan suatu pengabaian). 

d. Berdasarkan bentuk kesalahannya delik dibedakan : 

                                                             
44 Pipin Syaripin, Hukum Pidana di indonesia, hlm. 56. 
45 Sudharto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudharto, 1990), hlm. 57. 
46 Andi Hamzah, , Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 77-80. 
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1) Delik Sengaja 

Ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang 

dilakukan dengan sengaja. 

 

 

2) Delik Kelalaian 

Ialah perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana 

dilakukan dengan kealpaan. Delik yang dilakukan dengan sengaja 

dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, 

pidana kurungan dan pidana perampasan. 

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadi, delik dibedakan menjadi : 

1) Delik yang terjadi seketika / langsung. 

Yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu yang 

seketika atau singkat saja. Misal pencurian (ps 382 KUHP) jika 

perbuatan mengambilnya selesai, maka tindak pidana itu menjadi 

selesai secara sempurna. 

2) Delik yang terjadi dalam waktu lama / berlangsung terus. 

Yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama yakni 

setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidana itu masih terus 

berlangsung. Misal ps 333 KUHP, kejahatan ini berlangsung lama, 

tidak selesai seketika atau berlangsung terus. 
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f. Dilihat dari Subyek Hukumnya 

Dilihat dari subyek hukumnya delik dibedakan menjadi:47 

 

 

1) Delik Proparia 

Yaitu delik yang hanya dilakukan oleh orang tertentukarena 

suatu kualitas, seperti delik jabatan, delik militer dan sebagainya. 

2) Commune Delicten 

Yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada 

umumnya. 

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan. 

Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana dimana diadakan 

tidaknya tuntutan terhadap delik itu, digantungkan pada ada tidak 

adanya persetujuan dari yang dirugikan yaitu penuntutan yang hanya 

dapat dilakukan sesudah diterimanya aduan dari yang dirugikan. 

Tindak pidana aduan ada dua, yaitu :48 

1) Tindak pidana aduan absolut. 

Yaitu tiap kejahatan yang dalam keadaan apapun tetap 

merupakan delik aduan. Misalnya tindak pidana penghinaan ( ps 

310-319 KUHP), beberapa kejahatan susila seperti ps 284 (berbuat 

                                                             
47 Pipin Syaripin, Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 57. 
48 Utrecht, Hukum Pidana II, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1987), hlm 257. 
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zina), ps 287 (bersetubuh dengan perempuan yang bukan istri dan 

umurnya di bawah 15 th). 

2) Tindak pidana aduan relatif 

Yaitu tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja 

merupakan delik aduan. Yang termasuk kejahatan golongan ini 

adalah pencurian dalam kalangan keluarga dan delik-delik kekayaan 

yang kurang lebih sejenis, ps 367 KUHP (pencurian dalam kalangan 

keluarga), ps 370 (tentang pemerasan dan ancaman) dan ps 376 

(tentang penggelapan). 

h. Berdasarkan berat ringannya pidana 

Delik dibedakan evoudge delicten ialah delik biasa sedangkan 

gequalificeerde delicten ialah delik yang mempunyai bentuk pokok 

yang disertai unsur yang memberatkan atau juga disebut 

geprivilegieerde delicten yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok 

dan disertai unsur yang meringankan.  

3. Pengertian Zina dan dasar hukum Zina 

Di dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar dijelaskan, kata 

zina berasal dari bahasa arab, yaitu zanaa, yazni, zinaan yang artinya 

menyetubuhi wanita tanpa didahuli aqad nikah.49  Menurut Neng 

Djzubaedah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan 

                                                             
49 Ibnu Hajar Ash-Qalani, Bulughul Maram, Terj. Kahar Masyhur, (Jakarta,PT. Rineka 

Cipta, 1992), hlm. 190. 
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yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah 

pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina 

bersangkutan.50  

Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd dijelaskan bahwa 

zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahn yang 

sah, semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan.51 

Abu Fajar Al Qalami merumuskan pengertian zina adalah melakukan 

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan 

isterinya/suaminya.52  

Sedangkan menurut Syara’ sendiri Kata perzinahan berasal dari kata 

dasar zina yang berarti: a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan 

perempuan yang tidak terikat atas tali perkawinan (pernikahan). b. 

Perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan 

dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan 

yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.53 

 Sedangkan menurut Purwadarminta, zina merupakan perbuatan 

bersetubuh yang tidak sah seperti bersundal, bermukah dan bergendak.54 

Zina menurut R. Soesilo adalah persetubuhan yang dilakukan oleh 

laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau lakilaki 

                                                             
50 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 

Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.119. 
51 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 5, (Jakarta, Pustaka Amani,1995), hlm. 231. 
52 Abu Fajar Al Qalamy, Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar, (Jakarta, Gita Media Press, 

2010), hlm. 466. 
53 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1985), hlm. 1155. 
54 Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm 

158. 
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yang bukan istrinya atau suaminya dan dilakukan suka sama suka tidak ada 

paksaan dari salah satu pihak.55  

Secara umum pun, pemakaian kata zina untuk menunjuk pada suatu 

perbuatan bersetubuh diluar perkawinan yang sah banyak digunakan oleh 

masyarakat dalam pembicaraan sehari-hari. Namun pemakaian kata zina 

untuk mengartikan kata overspel yang berasal dari bahasa Belanda pada 

pasal 284 ayat (1) KUHP dipandang oleh beberapa pihak tidak tepat. 

Dalam hal ini, pengertian zina dalam pasal 284 ayat (1) KUHP itu berbeda 

dengan pengertian zina menurut hukum Islam, Sehingga dapat dimengerti 

apabila terjadi perbedaan dalam mengartikan kata overspel tersebut dalam 

berbagai terjemahan Wetboek van Strafrecht sebagai naskah asli KUHP 

Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen 

Kehakiman RI didalam KUHP yang dinyatakannya sebagai terjemahan 

resmi Wetboek van Strafrecht (WvS) telah mempergunakan kata gendak 

untuk menunjuk pada kata overspel tersebut.56 

4. Unsur dan Syarat Tindak Pidana Zina  

Seperti kita ketahui bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bisa 

dikatakan tindak pidana atau bukan maka diperlukannya syarat yang harus 

dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dijatuhi perbutan tindak pidana. 

(Pertama): adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik 

dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas Nullum Delictum, 

                                                             
55 R. Soesilo, KUHP dan Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: 

Politea, 2001), hlm. 181. 
56 Lamintang, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-

Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 89. 



45  

 

Nulla Poena, Sinne Praevia Lega Poenali yang berarti tiada suatu 

perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam 

perundang-undangan yang telah ada sebelum perbutan itu dilakukan, hal 

ini penting sebagai prinsip kepastian, karena undang –undang (hukum) itu 

bersifat pasti. (Kedua): hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 

yaitu kewajiban melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan 

terjadinya suatu kejahatan. (Ketiga): keadaan tambahan yang 

memberatkan pidana. (Keempat): unsur melawan hukum yang obyektif. 

(Kelima): unsur melawan hukum yang subyektif. Sekalipun dalam 

rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira 

bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. 

Sebagaimana ternyata di atas, perbuatan tadi sudah demikian wajar sifat 

melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri.57 

 Demikian juga dengan perbuatan zina, bahwa suatu perbutan baru 

bisa dianggap perbutan zina apabila telah memenuhi beberapa unsur: 1) 

Kesengajaan Tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksudkan 

dalam pasal 284 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “ Diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan bulan : Ke-1 (a). Seorang pria telah menikah 

yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya. (b). 

Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina. Ke-2 a. Seorang pria 

yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang 

turut bersalah telah nikah. (c). Seorang wanita tidak menikah yang turut 

                                                             
57 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana.., hlm. 63. 
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serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang 

turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku padanya.58 

Itu merupakan suatu opzettleijk delict atau suatu tindak pidana yang 

harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu 

harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam 

melakukan salah satu tindak pidana perzinahan yang diatur dalam ps 284 

KUHP. 2) Adanya vleeselijk gemeenschap (persetubuhan) Menurut 

profesor Simons, yang dikutip oleh Lamintang, untuk adanya suatu 

perzinahan menurut pasal 284 KUHP itu diperlukannya vleeselijk 

gemeenschap atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang 

selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. 3) adanya 

Pengaduan, Artinya bahwa perbuatan tersebut bisa dikatakan suatu 

perbuatan zina apabila dari salah satu pihak yang dirugikan telah 

mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib, sehingga 

memberikan hak kepada pihak yang berwajib untuk bisa melakukan 

penyidikan, Karena pasal ini merupakan suatu delik aduan yang absolut. 

Delik aduan absolut adalah delik aduan yang tidak dapat dituntut suatu 

perkara apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jadi ketika 

seseorang telah memenuhi ketiga unsur di atas maka perbuatan seseorang 

tersebut bisa dikatakan suatu perbuatan zina, akan tetapi ketika tidak 

dipenuhi ketiga unsur di atas tersebut, meskipun kita mengetahui ada dua 

orang yang melakukan perbuatan mesum di atas tempat tidur maka belum 

                                                             
58 Moeljatno, KUHP, (Semarang: Bumi Aksara, 2006), hlm. 104. 
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bisa dikatakan perbuatan zina. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang kita 

lakukan pasti ada konsekuensi hukum karena memang negara kita bisa 

dikatakan negara hukum meskipun dalam penegakannya kurang tegas, jadi 

sebisa mungkin bagi kita untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Ketika kita melanggar dari apa yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan 

yang telah kita lakukan. Seperti halnya ketika kita melanggar dari pasal 

284 KUHP maka kita juga harus siap untuk dipidana.59 

5. Sanksi Tindak Pidana Perzinahan  

Mengenai berat ringannya ancaman hukuman yang diterima oleh 

pelaku perzinahan, sebenarnya bukan dipakai sebagai sarana untuk 

membuat seluruh warga masyarakat di Indonesia menjadi jera untuk 

melakukan perzinahan, karena pemikiran yang bertujuan untuk membuat 

semua warga menjadi jera seperti itu, sebenarnya merupakan peninggalan 

dari pemikiran-pemikiran tentang pidana pada zaman dahulu yang sifatnya 

tidak manusiawi. Dalam pasal 284 KUHP sudah dijelaskan bahwa ketika 

kita melanggar pasal tersebut, dengan memenuhi berbagai unsur dan syarat 

yang telah ditentukan dari pasal 284, maka kita akan dikenakan hukuman 

selama-lamanya sembilan bulan pidana penjara. Dengan ringannya 

hukuman, (padahal akibat yang ditimbulkan dari perbutan zina sebagai 

suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan 

                                                             
59 Lamintang, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-

Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan.., hlm. 98-99. 
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memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat 

mendasar, akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pembunuhan, 

meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan berbagai 

jenis penyakit baik jasmani maupun rohani. Bukan berarti pemerintah 

lantas tidak menindak tegas para pelaku, akan tetapi dengan adanya 

peraturan tersebut secara tidak langsung pemerintah sudah bertindak untuk 

menekan pelaku kejahatan. Akan tetapi tidak semua perbuatan bersetubuh 

bisa dikatakan zina dan bisa dijatuhi hukuman pidana, adakalanya 

perbuatan bersetubuh itu merupakan perbutan yang sah bila dilakukan oleh 

seorang laki-laki dan perempuan yang terjalin dengan suatu ikatan 

perkawinan yang sah. Begitu juga seorang istri yang digerakan oleh 

suaminya yang menjalani profesi sebagai seorang germo (mucikari), untuk 

melakukan perbuatan bersetubuh dengan laki-laki lain, itu pun jika si istri 

melakukan perbuatan bersetubuh maka ia tidak melakukan perbuatan zina, 

dan seorang yang belum menikah hanya dapat dipersalahkan sebagai 

perbuatan turut serta melakukan, meskipun orang yang belum menikah 

melakukan segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah 

menikah. Oleh karena itu dari ketiga penjelasan di atas maka tidak ada 

sanksi perzinahan pada pasal 284 KUHP yang dikenakan padanya, bahkan 

menurut ketentuan hakim harus memberikan putusan bebas atau vrijspraak 

bagi pelaku.60 

                                                             
60 Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (Bandung: Alumni, 

1981), hlm. 223. 
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C. Pengertian Maṣlaḥah 

Piengiertian Maṣlaḥah dalam bahasa Arab bierarti pierbiuatan –pierbiuatan 

yang miendorong kiepada kiebaikan mieniusia. Dalam artinya yang iumium adalah 

sietiap siegala siesiuatiu yang biermanfaat bagi maniusia, baik dalam arti mienarik 

ataiu mienghasilkan kieiuntiungan ataiu kiesienangan; ataiu dalam arti mienolak ataiu 

mienghindarkan siepierti mienolak kiemiudhorotan ataiu kieriusakan. Jadi setiap yang 

mengandung manfaat patut disebut maslahah, dengan begitu maslahah 

mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan 

menolak atau menghindarkan kemudharatan. 61 

Kata Maṣlaḥah menurut bahasa Indonesia memiliki pengertian sesuatu 

yang baik. mendatAdapun pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-

perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia“. Dalam arti yang umum 

adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik 

atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau 

dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau 

kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut Maṣlaḥah. Dari 

beberapa definisi tentang maslahah dengan rumusan yang berbeda tersebut 

dapat disimpulkan bahwa maslahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh 

akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada 

manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.62 

                                                             
61 Amir Syarifudin, Usul Fikih jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 367. 
62 Hadi Peristiwo, Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era 

Revolusi Industri 4.0, Jurnal al-ahkam, Vol. 15 No. 2, June 2019, hlm. 63. 
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Mengartikan Maṣlaḥah secara definisi terdapat perbedaan rumusan di 

kalangan ulama, berikut pendapatnya:63 

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti 

sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan 

mudarat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah             

 المحاْفظةْعلىْمقصودْالشرع

Memelihara tujuan syara’ (dalam penetapan hukum). 

2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hamper sama dengan Al-Ghazali 

yaitu memelihara tujuan syara’ dengan menghindarkan kerusakan dari 

manusia. 

3. Al- ‘Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qowa’id al-Ahkam, 

memberikan arti mashlahah dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan 

dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazi nya adalah “sebab-sebab yang 

mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. 

4. Al-Syatibi mengartikan mashlahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi 

terjadinya mashlahah dalam kenyatan dan dari segi tergantungnya tuntutan 

syara’ kepada mashlahah. 

a. Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan, berarti : 

نهْوالعقليتهْماْيرجعْالىْقيامْحياةْالانسانْوتمامْعيشتهْنيلهْماْتقتضيهْاوصاْفهْالشهواْت

 علىْالاْطلاق
 

Sesuatu kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna 

hidupnya, tercapai apa yang dikendaki oleh sifat syahwati dan aklinya 

secara mutlak. 
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USHUL FIQHI), Jurnal Al-‘Adl, Vol. 8 No. 2, Juli 2015. hlm. 165.  
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b. Dari tergantungnya tuntunan syara’ kepada mashlahah, yaitu 

kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hokum syara’. 

Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat. 

5. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-Amin dalam bukunya 

al-Maqasid al –ammah li al-Syari’ati al-Islamiyyah mendefinisikan 

mashlalaha sebagai berikut: 

 عباْرةْعنْالسببْالمؤدالشارعْعباْدةْاوعادة

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk 

ibadat atau adat. 

 

Definisi dari al-Thufi ini berkesesuaian dengan definisi al-Ghazali yang 

memandang mashlahah dalam artian syara’ sebagai sesuatu yang dapat 

membawa kepada tujuan syara’. 

Dari berbagai definisi tentang Maṣlaḥah dengan rumusan yang 

berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang 

dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan 

menghindarkan kan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan 

tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. 

Dari kesimpulan terlihat adanya perbedaan antara Maṣlaḥah dalam 

pengertian bahasa dan dalam pengertian hokum atau syara’. Perbedaannya 

terlihat dari segi tujuan syara’ yang dijadikan rujukan. Mashlahah dalam 

pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan 

karenanya mengandung pengertian mengikuti syahwat atau hawa nafsu. 

Sedangan pada mashlahah dalam artian syara’ yang menjadi titik bahasan 

dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi rujukan nya adalah hukum syara’ yaitu 
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memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan 

pemenuhan kenutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan 

menghindarkan ketidak senangan.64 

Studi  tentang  maslahah  sebagai  maqashid  al-Syariah  telah  banyak 

dilakukan oleh para pemikir muslim, baik ekonom atau pun para ahli fikih, 

tingkat   domestik   ataupun   dunia.   Berikut   penulis   tampilkan   beberapa 

penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, sebagai bahan masukan dan 

tambahan informasi dalam makalah ini. Dr.  Asyraf Wajdi Dusuki dan Dra.  

Nurdianawati Irwani Abdullah keduanya dari Loughborough University,    

United Kingdom. Menyimpulkan  bahwa Maṣlaḥah adalah  satu  acuan  utama  

fikih  yang digunakan  dalam  teori  hukum  Islam  untuk  mendapatkan publik  

good dan mencegah terjadinya tindakan pengrusakan social. Kata Maṣlaḥah, 

jamaknya adalah masalih, yang memiliki arti “kesejahteraan, minat atau 

manfaat.” Secara harfiah, Maṣlaḥah didefinisikan sebagai pencarian benefit 

(manfaat) dan menolak mafsadah (kerusakan).  Maṣlaḥah Artinya, manfaat 

memiliki satu maksud dengan maslahah, yang mana para ushuliyun (para 

ahli/pakar ushul fikih) mendefinisikan sebagai pencarian manfaat dan 

menghindari kerusakan, semata-mata dilakukan karena tunduk pada Allah atau 

Syariah. 

Salah satu madzhab Sunni yang terkemuka dalam Islam, adalah Imam 

Malik, yang merupakan seorang tokoh penganjur utama dalam penegakan 

Maṣlaḥah sebagai salah satu dari sumber hukum syariah. Beliau menggunakan 

                                                             
64 Amir Syarifuddin., hlm. 347. 
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istilah al-Masalih al-Mursalah yang memiliki arti juga kesejahteraan yang 

merata. Namun, bukan berarti Imam Malik mengenyampingkan sumber hukum 

yang lain.  Berbeda  dengan  beliau,  para  pemikir  lainnya  menolak maslahah  

sebagai  sebuah  sumber  hukum,  tidak  terkecuali  Imam  al-Tufi (dari  

madzhab  Hanbali)  dan  Imam  al-Ghazali    (dari  madzhab  al-Syafi`i). Imam 

al-Ghazali menggunakan kata al-Istislah (usaha mencari aturan lebih baik 

untuk good public) tetapi tetap tidak mengakui hal itu sebagai sumber hokum 

syariah kelima.  Beliau juga membatasi hanya pada situasi yang dianggap perlu 

untuk melayani good public. Pembahasan tentang Maṣlaḥah sebagai Maqashid 

al-Syariah, juga diuraikan  dengan  lengkap  dan  luas  oleh Ashabu  Imam  

Malik (penerus madzhab  Malikiyyah),  yaitu  al-Imam  al-Syatibi.  Beliau  

dalam  kitab  al-Muwafaqatnya  secara  khusus  membagi  kemaslahatan  

manusia  menjadi tiga  kebutuhan. Penjelasan  masing-masing  kebutuhan  

tersebut adalah sebagai berikut: Kebutuhan yang bersifat dharuriyyah 

(primer)Yaitu kebutuhan atau sesuatu yang harus ada karena menjadi pokok 

kebutuhan  hidup manusia dalam menegakkan kemaslahatannya, dengan tanpa   

adanya sesuatu   itu   maka   keharmonisan   hidup   mereka   akan terganggu,  

kemaslahatan  tersebut  tidak  akan  terealisasikan  dengan  baik serta   akan   

berdampak   buruk,   merusak   dan   menghancurkan   tatanan kehidupan 

mereka. Hal  yang  bersifat dharuriyyah bagi manusia dalam  pengertian  ini 

berpangkal  pada  pemeliharaan  lima  hal:  agama, jiwa, akal,  kehormatan, 

dan   harta. Sehingga   penjagaan   salah   satu   dari   lima   komponen   ini 
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merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia. Lima hal pokok ini 

diterangkan sebagai berikut:65 

Agama: Syariah agama melindungi lestarinya agama Allah di muka 

bumi. 

 agama. Dengan begitu, dari waktu ke waktu pelestarian agama dan dakwah 

Islam tetap terjaga. 

Jiwa: Syariah agama menjamin dan melindungi jiwa manusia.  

Contohnya  adalah  adanya  hukum  qishos  bagi  pembunuh.  Dengan adanya  

hukum  ini  maka  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  jiwa manusia 

terlindungi. Seseorang tidak akan dengan mudah menghilangkan nyawa   orang   

lain,   karena   dia   tahu   konsekuensi   hukumnya   adalah kehilangan 

nyawanya sendiri (qishas). 

Akal:  Syariah  mempunyai  aturan-aturan  yang  melindungi  akal manusia.  

Contohnya    adalah    diharamkannya    hal-hal    yang    memabukkan, misalnya 

narkoba. Karena barang ini dapat membahayakan atau merusakakal seseorang.  

Kehormatan: Syariah Islam menjamin kehormatan seseorang.  

Contohnya  diharamkannya    hubungan  seksual  diluar  pernikahan. Karena 

hal itu akan merusak kehormatan kedua orang yang melakukannya, serta hasil 

keturunan hubungan tersebut.  

Harta: Syariah Islam menjamin keamanan harta seseorang.  

                                                             
65 Abdul Havy Abdul, Pengantar Ushul Fikih, (Jakarta: Buku Islam Utama, 2014), 

hlm.313. 
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Contohnya  berlakunya  hukum  potong  tangan  bagi  pencuri.  Dengan begitu, 

seseorang tidak akan mudah mengambil harta yang bukan menjadi 

haknyaKebutuhan yang bersifat hajiyyah (sekunder)Yaitu  kebutuhan  atau  

sesuatu  yang  diperlukan  manusia  dengan maksud untuk membuat 

keringanan, kelapangan dan kenyamanan dalam menanggulangi   kesulitan-

kesulitan   beban   yang   harus   ditanggungnya dalam mengarungi kehidupan. 

Tetapi  apabila hal ini tidak terealisasi tidak berarti  dapat  merusak  

keharmonisan  kehidupan  manusia    dan  juga  tidak akan  terjadi  kehancuran  

dan  kerusakan  pada  tatanan  kehidupan  seperti halnya jika kebutuhan 

dharuriyyah tidak terpenuhi. Factor-faktor eksternal manusia dalam hal ini 

berpangkal pada tujuan menghilangkan kesulitan dan beban hidup, sehingga  

mempermudah  mereka  dalam  merealisasikan tatanan pergaulan, perubahan 

zaman menempuh kehidupan. Kebutuhan yang bersifat tahsiniyyah 

(tersier)Yaitu  kebutuhan  atau  sesuatu  yang  hanya  bersifat  pelengkap  dan 

tidak  dikaitkan  dengan  mengangkat  atau  menghilangkan  kesulitan  dalam 

menjalani kehidupan,  sehingga  dengan  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  ini 

tidak   memberikan   dampak   yang   buruk   dalam   kehidupan   mereka. 

Kebutuhan ini berorientasi terhadap mempernyaman dan memperindah 

sesuatu.66 

Konsep Maṣlaḥah  tersebut  sejalan  dengan  konsep  Maṣlaḥah yang 

dikemukakan oleh ulama ushul fikih Abdul Wahab Khalaf. Bahwa, Maṣlaḥah 

adalah kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan 

                                                             
66 Al-Syathibi, ”Al-Muwafaqat”, (Beirut: Daar al-Islamiyah, 1994), hlm. 354-358. 
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dan tidak ada dalil yang syara’ yang menunjukan tentang kebolehan dan 

tidaknya maslahah tersebut. Kemudan menurut Abu Zahrah, maslahah adalah 

segala kemaslahatan yang sejaln dengan tujuan-tujuan syari’(dalam 

menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusu yang menunjuk 

tentang diakui atau tidaknya. Selanjutnya menurut Abdullah bin Abdu Husein 

menjelaskan bahwa maslahah adalah kemaslahatan yang tidak jelas diakui atau 

ditolak oleh syara’ dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang 

dapat diterima oleh akal fungsinya.67 

1. Macam-Macam Maṣlaḥah  

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, 

mashlahah ada tiga macam, yaitu:68 

1)   Maṣlaḥah dharuriyah, adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok) 

yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. 

2) Maṣlaḥah hajiyah, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan 

hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. 

Mashlahah hajiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, 

tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur 

pokok.  

3) Maṣlaḥah tahsiniyah, adalah mashlahah yang tingkat kebutuhan 

hidup manusia kepadannya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga 

tidak sampai pada tingkat haji,namun kebutuhan tersebut perlu 

                                                             
67 Syaifudin Zuhri. Ushul Fiqih: Akal sebagai Hukum Islam, (Yogyakarta; Pusaka Belajar, 

2011), hal. 82. 
68 Salma, Maslahah Dalam Perespektif Hukum Islam, Jurnal Al-Syari’ah, Vol. 10, No. 

2. 2012, hal. 12. 
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dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi 

hidup manusia. Maṣlaḥah dalam bentuk tahsini (perbaikan) ,juga 

berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. 

b. Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah 

itu juga disebut juga dengan munasib. Mashlahah dalam artian munasib 

terbagi menjadi tiga bagian :69 

1. Maṣlaḥah al-Mu’tabarah, yaitu mashlahah yang diperhitungkan 

oleh syari’. Maksudnya,ada petunjuk dari syari’ baik langsung 

ataupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya 

mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari 

langsung tidak langsungnya petunjuk terhadap mashlahah terbagi 

dua yaitu munasib mu’atstsir dan munasib mulaim. 

2. Maṣlaḥah al-Mughlah, yaitu, mashlahah yang dianggap baik oleh 

akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ da nada petunjuk syara’ 

yang menolaknya.  

3. Maṣlaḥah al-Mursalah (biasa disebut juga Istishlah), yaitu apa yang 

dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’, dalam 

menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara’ yang 

memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang 

menolaknya. 

2. Syarat Maṣlaḥah 

                                                             
69 H.M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2007), hlm. 

112. 
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Imam Malik menjelaskan tiga syarat dalam penggunaan maslahah 

agar maslahah tersebut dapat membawa umat Islam pada jalan yang di 

ridhai Allah SWT, yaitu :70 

a. Adanya penyesuaian antara masalah yang dipandang sebagai 

sumber      dalil yang sesuai dengan tujuan-tujuan syara’. 

b. Penggunaan dalil maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil 

yang sesuai dengan tujuan-tujuan syara’. 

c. Maṣlaḥah  dengan  sifat  yang  sesuai  dengan  al-wash{fu  al-muna>sib 

ketika terdapat saksi syara yang mengakui dengan salah satu 

dari macam-macam pengakuan itu, maka sifat tersebut berarti sesuai 

yang diikuti oleh syara’. Apabila da saksi yang membatalkan atas 

pengakuan itu maka sifatnya tidak sesuai dengan syara’. 

a. Sedangkan syarat maslahah menurut Imam Asy-Syatibi yang bisa 

dijadikan sebagai dalil penetapan hukum yaitu Maṣlaḥah   tidak   

disebut   oleh   syara’   tetapi   tidak   ada   dalil   yang membenarkan 

dan menolaknya serta sejalan dengan kehendak dengan yang ingin 

dicapai oleh syara’. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka 

hal itu termasuk dalam wilayah kajian qiyas. 

b. Maṣlaḥah  yang   dijadikan   pertimbangan   penetapan   hukum   adalah 

maslahah darruriah dan hajjiah. 

Maṣlaḥah dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan 

                                                             
70 Imron Rosyid, Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalahah Mursalah, Jurnal Studi Islam, 

Vol. 14, No. 1. 2013, hlm. 85. 
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menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang tidak dikehendaki 

oleh syara’. 

Menurut Abadul Wahab Khallaf syarat-syarat Maṣlaḥah yang bisa 

dipakang sebagai dalil penetapan hukum adalah sebagai berikut:71 

a. Harus benar-benar menghasilkan maslahah atau tidak mengada-ada. 

Artinya agar  bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang 

Maṣlaḥah atau peristiwa harus benar-benar mendatangkan 

kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Apabila dalam pembentukan 

hukum hanya berdasarkan dugaan semata maka tidak dapat dikatakan 

sebagai Maṣlaḥah bersifat  umum,  artinya  bahwa  dalam  upaya  

pembentukan hukum atas suatu kejadian herus mendatangkan 

kemanfaatan bagi orang banyak. 

b. Penempatan hukum dengan mengambil kemaslahatan tidak 

bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan nash dan 

ijma’. 

menurut Imam al-Ghazali menjelaskan mengenai syarat-syarat 

Maṣlaḥah dapat dijadikan yang dapat dijadikan hujjah dalam istinbat 

hukum, adalah sebagai berikut: 

a. Maṣlaḥah sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’ 

b. Maṣlaḥah tidak bertentangan dengan nash syara’ 

c. Maṣlaḥah yang termasuk dalam kategori maslahah d{aru>riyyah 

                                                             
71 Acmad Cholili, Urgensi dan Relevensi al-Maslahah al-Mursalah sebagai Metode 

Ijtihad    Kontemporer. Jurnal At-thadzib, Vol. 02, No. 02 Tahun 2013, hlm. 211. 
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baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan 

orang banyak dan bersifat universal. 

 

Kemudian menurut Zakaria al-Farizi menjelaaskan mengenai 

syarat-syarat maslahah sebagai berikut; 

a. Kemaslahatan harus bersifat hakiki, yaitu seseorang harus meyakini 

bahwa menegakan hukum berdasarkan kemaslahatan dan terdapat 

manfaat serta menolak kemudaratan bagi orang banyak. 

b. Kemaslahatan hendaknya bersifat universal dan tidak persial, yakni 

berdasarkan pertimbangan kepentingan umum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode merupakan cara untuk penelitian sebuah karya ilmiah dalam suatu 

masalah untuk menemukan kebenaran dalam permasalahan tersebut. Sedangkan 

penelitian menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, 

metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai 

salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang 

dihadapinya.72 

Siecara iumium mietodie pienielitian mieriupakan sierangkaian kiegiatan ilmiah 

yang miemaparkan bagaimana cara kierja siuatiu pienielitian ilmiah itiu bierlangsiung, 

dan iuntiuk miemahami siuatiu objiek dan siubjiek dalam siuatiu Mietodie yang pieniulis 

giunakan dalam pienielitian ini adalah mietodie pienielitian kiualitatif. Yang dimaksiud 

diengan mietodie kiualitatif adalah siuatiu tata cara pienielitian yang mienghasilkan data 

dieskriptif-analitis, yaitiu apa yang dinyatakan olieh riespondien siecara tiertiulis maiupiun 

lisan, dan jiuga pierilakiunya nyata, yang ditieliti dan dipielajari siebagai siesiuatiu yang 

iutiuh.73   

Adapun langkah-langkah penulis untuk melakukan penelitian sebagai 

berikut: 

 

                                                             
72 Rukin, Metode Penelitian Kualitatif, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 

2019), hlm. 3. 
73 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 250. 
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A. Jenis Penelitian 

Ditinjaiu dari objiek kajian yang akan dibahas, dalam hal ini p ieniulis 

mienggiunakan jienis pienielitian k iepiustakaan (library r iesiearch). Pienielitian 

kiepiustakaan adalah k iegiatan iunt iuk mienghimpiun informasi yang r ielievan 

diengan topik ata iu masalah yang mienjadi objiek pienielitian. Informasi t iersiebiut 

dapat dipierolieh dari biukiu-biukiu, karya ilmiah, t iesis, disiertasi, iensiklop iedia, 

int ierniet dan siumbier-siumbier lain. Dalam p ienielitian ini akan dilak iukan 

pienielaahan t ierhadap biukiu-biukiu ataiu siumbier-siumbier lain yang bierkaitan 

diengan p iermasalahan yang akan dibahas. B ierdasarkan biebierapa variabiel 

tiersiebiut diatas maka jienis pienielitian yang digiunakan pienieliti adalah jienis 

pienielitian kiualitatif stiudi kiepiustakaan ataiu  library  riesiearch, yakni diengan 

miempielajari sierta mienganalisis biukiu-biukiu ataiupiun dok iumien-dokiumien t iert iulis 

lainnya yang bierkaitan d iengan p ienielitan ini. D iengan kata lain P ienielitian ini 

adalah pienielitian kiualitatif yang biersifat stiudi piustaka (library riesiearch) yang 

mienggiunakan biukiu-biukiu, jurnal, artikrel dan lit ierat iur-lit ierat iur lainnya siebagai 

objiek yang iutama.74 

Dalam penelitian ini penulis miengangkat biebierapa data, dan informasi yang 

mienarik iunt iuk di teliti, kemudian pienieliti kaji lagi secara mendalam  t ierkait 

tentang pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu iUndang-

Undang Nomor 1 Tahiun 2023 Tentang Kitab iUndang- iUndang Hiukium Pidana 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif.75 

Penelitian kualitatif yaitu merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial 

berdasarkan kondisi kenyataan yang menyeluruh, kompleks dan rinci yang 

dimana dimulai dengan proses mengumpulkan data, mengolah dan kemudian 

menyimpulkan data menggunakan cara tertentu dalam mencari jawaban.76 

Dari penjelasan tersebut penulis akan menjelaskan tentang politik 

hukum pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari 

Perspektif Maslahah. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dimana metode ini bertujuan untuk memahami objek penelitian dan bersifat 

studi kepustakaan karena dari data yang diperoleh di harapkan terdapat 

informasi atau keterangan yang berkiatan dengan judul. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

P iendiekatan p ienielitian dapat diartikan s iebagai iusaha iunt iuk miencapai 

piengiertian t ientang masalah p ienielitian. Dalam hal lain diartikan s iebagai sarana 

iunt iuk miemahami dan sierta miengarahkan p iermasalahan yang dit ieliti. Dapat 

dikatakan bahwa p iendiekatan p ienielitian dalam siuat iu pienielitian hadir g iuna 

miemiecahkan siuat iu piermasalahan yang mienjadi pokok bahasan s iuat iu 

pienielitian, t ier iutama dalam p ienielitian hiukium. Diemikian p iendiekatan yang 

                                                             
75 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2020), hlm. 11. 
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digiunakan dalam p ienielitian ini adalah P iendiekatan P ier iundang- iundangan (Stat iuie 

Approach). Yait iu piendiekatan yang dilak iukan d iengan mienielaah siemiua 

pierat iuran pier iundang iundangan dan r iegiulasii yang miempiunyai k iet ierkaitan 

diengan  isiu hiukium yang siedang dit ieliti.  Pada dasarnya p iendiekatan ini 

dilakiukan diengan  mielakiukan  mienganalisis  siemiua  bient iuk  ir iegiulasi  yang  

bierkaitan d iengan masalah hiukium yang s iedang dit ieliti.77 Peneliti menggunakan 

metode pendekatan yuridis-normatif yang mencakup pendekatan undang-

undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). 

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis semua undang-

undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.78 Sementara 

itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan dan memahami 

konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu yang diteliti.79 Siepierti yang tielah 

dijielaskan siebieliumnya,, maka   dalam pienielitian ini pieriundang-iundangan yang 

diidientifikasikan adalah iundang-iundang Nomor 1 Tahiun 2023 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

C. Siumbier Data 

S iubjiek siumbier data pienielitian yang disiebiutkan dalam p ienielitian ini 

adalah siumbier data yang dir iujiuk dalam p ienielitian ini. D iemikian dari data-data 

tiersiebiut akan miemiunciulkan jawaban-jawaban yang bier iupa gagasan bar iu siepierti 

                                                             
77 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 

55. 
78  Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tanggerang Selatan : Unpam Press, 2018), hlm. 

82. 
79 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifiksi Teori 

Hukum, (Jakarta : Prenada Media, 2017), hlm 159. 
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yang diharapkan. T ierdapat diua siumbier data dalam pienielitian ini, yang S iecara 

garis biesar dalam p ienielitian ini pieniulis mienggiunakan d iua siumbier data siebagai 

bahan p iengolahan data, yang dimaksiud adalah: 

 

a. Siumbier Data Primier 

 Data primier adalah data yang dip ierolieh dari siumbiernya tanpa 

adanya pierantara pihak yang lain. Di antaranya data-data yang bier iupa 

ikiet ient iuan p ierat iuran p ier iundang- iundangan yang bierlakiu dan miemiliki 

kiekiuatan yang miengikat bierdasarkan hiierarki p ier iundang- iundangan, 

diemikian dalam p ienielitian ini siumbier data primier dapat pienieliti pierolieh 

dari S iumbier primier adalah siumbier yang langsiung miempiunyai wiewienang 

dan biertangg iungjawab t ierhadap piengiumpiulan data.80 Siumbier data primier 

yang pieniulis g iunakan siepierti: 

1) 1) iUndang- iUndang Nomor 1 Tahiun 2023 T ientang Kitab iUndang-

iUndang Hiukium Pidana (KUHP Pembaharuan). 

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP Lama).  

b. S iumbier Data Siekiundier 

 S iumbier siekiundier adalah data yang dip ierolieh sieorang p ienieliti siecara 

tidak langsiung dari siumbiernya (objiek pienielitian), t ietapi mielaliui siumbier 

lain. P ienieliti miendapatkan data yang siudah jadi yang dik iumpiulkan olieh 

                                                             
80 Winarmo Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode dan Teknik (Bandung: 

Tarsito, 1982), hlm. 134. 
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pihak lain d iengan bierbagai cara ataiu mietodie baik siecara komiersial maiupiun 

non komiersial. 81S iumbier data siekiundier yang p ieniulis giunakan mielipiuti 

biukiu, jiurnal, artik iel, dan siumbier lain yang r ielievan diengan p ienielitian yang 

pieniulis kaji. 

D. Mietod ie Piengiump iulan Data 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ini adalah p ienielitian 

kiepiustakaan (library r iesiearch), maka mietodie piengiumpiulan data yang p ieniulis 

giunakan adalah mietodie piengiumpiulan data lit ier ier atau studi dokumen yang 

dimana merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berfokus pada 

analisis dokumen tertulis. Disebut juga dengan studi pustaka yaitu teknik 

pengumpulan data yang utama karena berlandaskan pada hukum positif, doktrin 

hukum, dan hasil penelitian akademik yang terdokumentasi secara tertulis.82 

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan studi pustaka terhadap sumber data primer, sekunder, dan tersier. 

Hal ini dilakukan melalui membaca, meninjau, mendengarkan, dan menelusuri 

data melalui berbagai sumber, termasuk media internet. yang siesiuai diengan 

objiek piembahasan, siehingga mienghasilkan konsiep yang iutiuh. 

 

E. Mietodie Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengubah data menjadi infomasi yang 

dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan menggunakan metode tertentu, 

sehingga dapat menyelidiki dan menguji hubungan masalah dalam penelitian. 

                                                             
81 Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) 

Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214. 
82 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, hlm. 140. 
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Tujuan dari analisis data adalah guna menjawab permasalahan penelitian dan 

menguji hipotesis dengan menyusun data dan menginterpretasikannya agar 

dapat dipahami dengan mudah. Atau juga dapat di artikan  sebagai prosies 

miencari dan mienyiusiun siecara sist iematis data yang dip ierolieh dan bierhasil 

dikiumpiulkan, baik bier iupa catatan-catatan, dokiumientasi, d iengan cara 

miengorganisasikan data k ie dalam kat iegori, mienjabarkan k ie dalam iunit- iunit, 

mielakiukan sint iesa, mienyiusiun kie dalam pola, miemilih mana yang p ienting dan 

yang akan dip ielajari, dan miembiuat kiesimpiulan siehingga miudah dipahami olieh 

diri siendiri maiupiun orang lain.  Bierkaitan d iengan p ienielitian ini, dalam 

penelitian ini mietodie yang p ieniulis giunakan yait iu mietodie analisis isi (cont ient 

analysis), yang t ierdiri dari mietodie bierpikir ind iuktif dan mietodie bierpikir 

diediuktif.83 

Mietodie bierpikir ind iuktif yait iu siebiuah cara yang bierangkat dari fakta-fakta 

yang khiusius ataiu pieristiwa-pieristiwa yang konkrit, kiemiudian ditarik dalam 

gienieralisasi-gienieralisasi yang biersifat iumium.84 Mietodie ini pieniulis giunakan 

iunt iuk mielakiukan analisis t ierhadap siumbier-siumbier ataiu data-data yang t ierkait 

dalam p ieniulisan p ienielitian ini. 

Mietodie diediuktif mier iupakan p ienalaran yang bierangkat dari p iemikiran 

yang biersifat iumium ataiu biertitik tolak dari p iengietahiuan iumium, k iemiudian 

disimp iulkan dalam p iengiertian yang khiusius.85  Mietodie ini digiunakan p ieniulis 

                                                             
83 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329. 
84 Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Research (Yogyakarta: Andi Ofset, 2001), hlm. 42. 
85 Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Research.., hlm. 36. 
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iunt iuk miembierikan p ienalaran yang rasional t ierhadap data yang t ielah t iersiusiun 

dan t ierkiumpiul iunt iuk mienjadikan prosies pienarikan k iesimp iulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Politik Hiukium Piembahariuan Dielik Pierzinaan Dalam iUiU No. 1 Tahiun 

2023 Tientang KiUHP 

Kitab iUndang-iUndang Hiukium Pidana (KiUHP) merupakan Buku atau 

kitab acuan yang sebagai mana kita tahu Undang-Undang ini merupakan 

pedoman Hukum Pidana bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi Undang-Undang 

ini mieriupakan siuatiu prodiuk bielanda ataiu prodiuk kolonial, yang dimana kariena 

mieriupakan siuatiu prodiuk kolonial dan siekarang siudah mierdieka maka siekarang 

ada kieinginan iuntiuk di lakiukan adanya piembahariuan kariena di anggap siudah 

tidak siesiuai lagi diengan kieadaan bangsa Indoniesia. Salah satiu isiu piembahariuan 

yang menjadi perbincangan dalam iUndang-Undang Hiukium Pidana yaitiu 

miengienai tientang piembahariuan dielik zina, yang dimana delik zina di Undang-

Undang yang lama atau sebelumnya siudah tidak siesiuai lagi diengan kieadaan 

bangsa Indoniesia yang sekarang ini. Banyak hal yang mielatar bielakangi adanya 

piembahariuan tientang Kitab iUndang-iUndang Hiukium Pidana, tieriutama dalam 

isiu piembahariuan dielik zina. Disini tidak hanya kariena alasan bahwa KiUHP 

yang siekarang di bierlakiukan siudah dianggap tidak siesiuai lagi diengan tiuntiutan 

pierkiembangan masyarakat akan tietapi jiuga kariena KiUHP tiersiebiut tidak liebih 

mieriupakan prodiuk kolonial ataiu warisan dari pienjajahan bielanda, dan olieh 

kariena hal tiersiebiut dianggap siudah tidak lagi siesiuai diengan pandangan hidiup 

bangsa Indoniesia yang tielah mierdieka dan bierdaiulat.  



 

 

Dalam Kitab iUdang-iUndang Hiukium Pidana (KiUHP) yang siebieliumnya 

ataiu Undang-Undang yang lama yang mienjadi piermasalahan salah satiunya 

adalah miengienai tientang dielik pierzinaan dalam Pasal pierzinaan. Pasal 

pierzinaan yang siebieliumnya tieriutama dalam piembahasan tientang dielik 

pierzinaanya di anggap siudah tidak siesiuai lagi diengan kieadaan bangsa Indoniesia 

yang mayoritasnya iumat miuslim tientiu sangat miempierhatikan tientang pasal 

pierzinaan tiersiebiut. Kariena tidak lain iUndang-iUndang No. 1 Tahiun 1946 

mieriupakan prodiuk warisan pienjajahan bielanda ataiu prodiuk kolonial yang 

dimana piembahasan tientang pierzinaan dirasa siudah tidak siesiuai lagi diengan 

kieadaan bangsa Indoniesia siekarang ini karena lebih condong pada pergaulan 

hidup yang kebarat-baratan yang dimana tidak bisa mengikuti dan 

mengedepankan sesuai dengan norma-norma dan adat yang berlaku di 

Indonesia. Yang tentu  Hal ini sangat bierbieda diengan konsiepsi masyarakat 

Indoniesia yang di kenal dengan sifatnya komiunal dan rieligiiusnya yang dimana 

sietiap bientiuk pierzinaan, baik dalam ikatan pierkawinan maiupiun tidak, 

mieriupakan pierbiuatan tabiu yang dapat mielanggar nilai-nilai kiesiusilaan maka 

karena hal itu piembahariuan KiUHP pierliu di lakiukan. 

Isi dari pasal Perzinaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang Lama di jelaskan dalam Bab XIV Buku kedua tentang Kejahatan Terhadap 

Kesusilaan Pasal 284 berbunyi (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak 

(overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang 

wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa 



 

 

pasal 27 BW berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan 

perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. 

seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, 

padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 

BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas 

pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 

27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai 

atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini 

tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama 

pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami-istri 

berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum 

diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah 

meja dan tempat tidur menjadi tetap.86 

Berbeda dengan penjelasan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu Undang- Undang 

terbarunya yang di jelaskan dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan 

Bagian Keempat Perzinaan Pasal 411 berbunyi (1) Setiap Orang yang 

melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, 

dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap Tindak Pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas 

                                                             
86 Dalam iUndang-iUndang No. 1 Tahiun 1946 (KiUHP) yang lama, dielik pierzinaan diatiur 

dalam Bab XIV dari Biukiu II Pasal 284 KiUHP. 



 

 

pengaduan: a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan. b. Orang Tua 

atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (3) Terhadap pengaduan 

sebagaimana dimaksud pada ayal l2l tidak berlaku ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. (4) Pengaduan dapat ditarik 

kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Pasal 412 (1) 

Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar 

perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau 

pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap Tindak Pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas 

pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang 

Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (3) Terhadap 

pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(21 tidak berlaku ketentuan Pasal 

25, Pasal 26, dan Pasal 30. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama 

pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Pasal 413 Setiap Orang yang 

melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang 

tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun.87 

Penjelasan lebih detailnya tentang KUHP yang lama dengan yang baru di 

jelaskan bahwa. dalam KUHP yang lama, delik kesusilaan terdapat pada Bab 

XIV yang terdiri atas Pasal 281 hingga Pasal 303. Tidak adanya kualifikasi atau 

pengelompokan terhadap setiap bentuk perbuatan, artinya tidak adanya sekat 

                                                             
87 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum 

Pidana(KUHP) Pembaharuan Pasal 411-413. 



 

 

pembeda antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya. Sedangkan dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab iUndang-iUndang Hiukium 

Pidana (KiUHP) yang baru diperluas semuanya, delik kesusilaan terdapat dalam 

Bab XV yang terdiri atas Pasal 406 hingga Pasal 427. Antara tiap perbuatan 

telah dikelompokkan atau dikualifikasi atas beberapa bagian. Seperti bagian 

satu tentang kesusilaan di muka umum, bagian dua tentang pornografi, bagian 

tiga tentang mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan dan alat penggugur 

kandungan dan seterusnya. Mengenai delik perzinaan tercantum dalam bagian 

keempat tentang perzinaan yang terdiri atas tiga pasal yaitu Pasal 411 tentang 

persetubuhan zina, Pasal 412 tentang kumpul kebo, dan Pasal 413 tentang 

hubungan inses. Sebelumnya, tidak ada pasal dalam KUHP yang mengatur 

tentang perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) dan hubungan inses. Dalam hal ini 

terdapat adanya perluasan kriminalisasi terhadap delik perzinaan.  

Dapat kita lihat disini tantang bagaimana analisis Aspiek politik hiukium 

Kitab iUndang-iUndang Hiukium Pidana (KiUHP) yang lama yaitiu iUndang-

iUndang No.1 Tahiun 1946 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang 

Kitab iUndang-iUndang Hiukium Pidana (KiUHP) yang baru dimana disini penulis 

menjelaskan bahwa di Kitab iUndang-iUndang Hiukium Pidana (KiUHP) yang 

lama yaitiu iUndang-iUndang No.1 Tahiun 1946 di jielaskan bahwa hiubiungan 

sieksiual yang tierjadi di liuar piernikahan hanya akan di siebiut kiejahatan apabila 

salah satiu pielakiu yang mielakiukan pierzinaan ataiu hiubiungan sieksiual itiu siudah 

ataiu tielah tierikat diengan hiubiungan pierkawinan. Namiun, apabila yang 

mielakiukan sieksiual  ataiu yang mielakiukan hiubiungan pierzinaan sama-sama 



 

 

lajang ataiu di liuar dari adanya pierkawinan maka sama siekali biukan mieriupakan 

siuatiu pierbiuatan ataiu Tindakan yang mielawan hiukium (tindak pidana pierzinaan). 

Tentu berbeda dengan Kitab iUndang-iUndang Hiukium Pidana (KiUHP) yang 

lama yaitiu iUndang-iUndang No.1 Tahiun 1946 aspiek politik hiukium dalam Kitab 

iUndang-iUndang Hiukium Pidana yang bariu ataiu piembahriuan yaitiu iUndang-

iUndang No.1 Tahiun 2023 di pierliuas lagi siubstansi dielik zinanya diengan tidak 

lagi miembiedakan antara yang siudah kawin diengan yang bielium kawin baik itiu 

dari pihak pieriempiuan ataiupiun dari pihak laki-laki. Di tambah, di perjelaskan 

lagi dan jiuga di pierliuas lagi siubjiek siubjiek yang bierhak mielakiukan adanya 

piengadiuan siehingga para pihak kieliuarga yang dirasa di riugikan dapat jiuga 

mielakiukan adanya piengadiuan dari sini kita lihat bahwa sisi perluasan 

kriminalisasi menyangkut ruang lingkup dan substansi delik perzinaannya. 

Dalam iUndang-iUndang No. 1 Tahiun 1946 (KiUHP) yang lama, dielik 

pierzinaan diatiur dalam Bab XIV dari Biukiu II Pasal 284 KiUHP yang dimana 

dapat dikatiegorikan siebagai salah satiu kiejahatan tierhadap kiesiusilaan. Dalam 

riumiusan tiersiebiut, KiUHP mienietapkan bahwa hiubiungan sieksiual di liuar 

piernikahan hanya  mieriupakan siuatiu kiejahatan dielik pierzinaan, apabila para 

pielakiu ataiu salah satiu pielakiunya  adalah orang yang tielah tierikat dalam 

pierkawinan diengan orang lain. Hiubiungan sieksiual       di liuar pierkawinan, antara 

diua orang yang sama-sama lajang, sama siekali biukan mieriupakan tindak pidana 

pierzinaan. yang mieriumiuskan bahwa hiubiungan sieksiual di liuar piernikahan 

hanya mieriupakan kiejahatan apabila salah satiu dari pielakiu tiersiebiut siudah tierikat 

pierkawinan. Jika bielium mienikah maka tidak dapat dikatakan mielawan hiukium. 



 

 

Aspiek politik hiukium Kitab iUndang-iUndang Hiukium Pidana yang lama dan 

yang bariu Siedangkan bierdasarkan piemidanaan dan sifatnya, KiUHP lama 

mieniempatkan dielik pierzinaan siebagai dielik yang bierbobot ringan. KiUHP 

miemidana pielakiu zina diengan pidana pienjara paling lama siembilan biulan. 

Riumiusan dielik pierzinaan dalam KiUHP lama dan piembahariuan bierdasarkan 

sifatnya masih mienggiunakan dielik adiuan absoliut. Yang miembiedakan adalah 

siubjiek yang bierhak miengadiu dalam KiUHP dipierliuas, yang dimana sebelumnya 

yang berhak mengadukan adalah salah satu dari kedua belah pihak yang 

melakukan perzinaan sedakan di perbaruannya yang sekarang di perluas lagi 

siehingga yang bierhak miengadiukan dielik pierzinaan adalah siuami, istri, orang 

tiua, ataiu anaknya yang diriugikan. ditietapkannya dielik pierzinaan siebagai dielik 

adiuan absoliut kiurang miendiukiung tiujiuan pienciegahan tierjadinya tindak pidana, 

sieolah-olah miembieri pieliuang kiepada siesieorang (tieriutama siuami) iuntiuk mierasa 

biebas mielakiukan pierzinaan. Tieriutama dalam kondisi masyarakat yang siebagian 

biesar kiediudiukan para istri liebih liemah daripada siuami, kariena masih liebih 

banyak biergantiung pada posisi siuami. Kiemiudian, diengan dijadikannya 

pierzinaan siebagai dielik adiuan absoliut dapat miengakibatkan tierjadinya dielik-

dielik lain, siepierti diunia pielaciuran, pierdagangan wanita, aborsi, dan lain-lain. 

Diengan adanya diunia pielaciuran dapat miengakibatkan pieliuang tierjadinya 

pienyakit kotor yang miembahayakan masyarakat yaitiu pienyakit HIV/AIDS. Hal 

ini bierarti kiebijakan mienietapkan dielik pierzinaan siebagai dielik adiuan patiut 

ditinjaiu kiembali. 

Di jelaskan dalam Pasal 411-413 iUiU No. 1 Tahiun 2023 Tientang Kitab 



 

 

iUndang-iUndang Hiukium Pidana (KiUHP) tierbariu ataiu piembahariuan tielah 

miempierliuas siubstansi dielik zina diengan tidak miembiedakan antara mierieka 

yang tielah kawin diengan yang bielium kawin, biegitiu piula tidak dibiedakan antara 

laki-laki dan pieriempiuan dalam mielakiukan tindak pidana. Artinya sietiap orang 

yang mielakiukan piersietiubiuhan diengan orang lain baik yang tielah tierikat 

pierkawinan ataiu yang bielium tierikat pierkawinan dapat dikatakan siebagai 

pierbiuatan zina. Jadi dari siemiua iuraian di atas, pieniulis ingin mielakiukan ingin 

mielakiukan adanya diesakan kiehiendak pieriubahan iuntiuk miengiubah sistiem dielik 

zina yang siemiulanya dalam KiUHP lama siudah di jielaskan hanya mieliuliu pada 

orang yang siudah mienikah ataiu tierikat diengan pierkawinan tietapi jiuga orang 

yang bielium mienikah ataiu kawin jiuga agar dapat dilakiukan adanya piengadiuan 

apabila tierjadi ataiu tierlanggarnya kasius pierzinaan di Indoniesia iera siekarang ini 

dan dapat dikatakan jiuga bahwa KiUHP Piembahariuan siesiuai diengan pandangan 

hidiup masyarakat Indoniesia dan tielah miencierminkan nilai-nilai sosial biudaya 

bangsa Indoniesia. 

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya Pengaturan delik perzinaan 

dalam Pasal 284 KUHP sudah dianggap tidak relevan untuk diterapkan di 

Indonesia karena substansi yang diatur tidak memenuhi perkembangan zaman 

dan tidak sesuai dengan nilai agama, budaya, dan kesusilaan bangsa Indonesia. 

Berbeda dengan Pasal 411 KUHP Pembaharuan  yang sudah dirancang untuk 

menyesuaikan budaya di Indonesia dan memberikan hukuman yang  layak bagi 

terpidana. Ada beberapa aspek yang berbeda dalam delik zina 

KUHP Lama dan KUHP Pembaharuan yaitu terletak pada siapa saja yang 



 

 

terlibat perzinaan. Dalam Pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa suami atau istri 

yang telah terikat dalam perkawinan tidak diperbolehkan untuk melakukan zina. 

Bisa berupa istri yang telah menikah berzina dengan lelaki lajang atau seorang 

suami yang berzina dengan wanita lajang. 

Dalam Pasal 284 KUHP ini tidak menjelaskan larangan apabila laki-laki 

dan perempuan lajang melakukan zina akan dikenakan hukuman karena tidak 

memiliki ikatan perkawinan dan tidak dapat disebut sebagai perzinaan. Maka, 

laki- laki dan perempuan tersebut tidak dikenakan hukum. Hal ini menyebabkan 

adanya celah bagi orang-orang yang belum menikah untuk melakukan zina 

tanpa takut dijerat hukuman pidana. Sedangkan dalam Pasal 411 KUHP 

Pembaharuan, telah diperluas lingkup kriminalisasinya, kali ini tidak 

memberikan celah kepada laki-laki atau perempuan lajang untuk melakukan 

zina. Semua orang yang terlibat dalam perkawinan maupun lajang, jika 

melakukan perzinaan maka akan dijatuhi pidana. 

Ditinjau dari sifat deliknya, Pasal 284 KUHP termasuk dalam delik 

aduan, yaitu delik yang akan terlaksana apabila ada yang mengajukan aduan 

atau gugatan terhadap pelaku. Jenis aduan dalam pasal ini adalah delik aduan 

absolut, yaituapabila terjadi perzinaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 284 

ayat (1) KUHP, Maka pelaku tidak bisa dipidanakan kecuali yang mengadu 

adalah pihak suami atau istri yang dirugikan dalam perzinaan. Sejatinya 

menjadikan delik ini sebagai delik absolut dinilai kurang baik di mata 

masyarakat. Karena dalam pandangan masyarakat yang memiliki nilai sosial 

dan budaya, perzinaan bukan hanya permasalahan pasangan dan orang yang 



 

 

berzina saja. Tetapi juga berdampak pada lingkungan dan warga sekitarnya atau 

bahkan hingga ke keluarga yang bersangkutan. 

Keberadaan delik aduan absolut ini juga bisa menjadi celah jahat apabila 

terjadi di lingkungan yang memandang lemah perempuan dan pro terhadap 

kaum laki-laki. Delik aduan absolut juga bisa menjadi celah terjadinya 

kejahatan seksual seperti perdagangan wanita hingga aborsi anak. Sedangkan 

dalam Pasal 411 KUHP Pembaharuan, delik aduan absolut yang digunakan 

diperluas cakupan pengadunya. yang Semula hanya berlaku pada suami atau 

istri yang menjadi korban kini pengadu bisa dari suami, istri, anak, dan orang 

tua yang dirugikan. Pembaharuan delik aduan absolut ini sejatinya bukan ingin 

melewati batas privat namun untuk menjaga nilai-nilai sosial budaya yang 

sudah ditanamkan dalam diri masyarakat Indonesia. Terakhir dilihat 

dari hukuman pidana yang diberikan. Dalam Pasal 284 KUHP pidana 

yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara paling lama 9 bulan. Pemberian 

pidana yang sangat singkat ini di harapkan  menimbulkan efek jera dan tidak 

akan terjadi lagi. akan tetapi karena semakin berbahaya apabila pelaku 

melakukan perbuatannya kembali. Masyarakat juga khawatir karena tidak 

merasa aman dengan hukum yang berlaku dan mengakibatkan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Maka dalam Pasal 411 KUHP 

diperbaharui hukuman pidananya menjadi pidana selama 1 tahun dan denda 

paling banyak Rp10.000.000,00 . 

Selanjutnya pada Pasal 412 tentang perbuatan kumpul kebo. Di Indonesia 

sendiri sebelumnya memberikan sanksi bagi pasangan lawan jenis yang belum 



 

 

terikat dalam perkawinan namun sudah berada disatu rumah yang sama dan 

tidak mempunyai hubungan darah. Perbuatan ini sangat meresahkan masyarakat 

karena belum adanya delik yang mengatur berkaitan dengan hal ini di dalam 

KUHP. Akibatnya, perilaku kumpul kebo ini dibiarkan saja oleh masyarakat 

dan skenario terburuknya adalah tindakan main hakim sendiri oleh warga yang 

menolak keberadaan kumpul kebo. Diaturnya perbuatan kumpul kebo ini 

diharapkan bisa mengurangi pasangan lawan jenis yang belum menikah untuk 

tinggal disatu atap dan minimalisasi adanya akibat dari perilaku tersebut seperti 

zina, pemerkosaan, narkoba, hingga pembunuhan. Perbuatan kumpul kebo ini 

juga merupakan delik aduan absolut yang mempunyai syarat seperti pada Pasal 

411 yaitu hanya bisa diadukan oleh suami/istri, orang tua, dan anak.  

Terakhir yaitu Pasal 413 yang di dalamnya itu mengandung makna atau 

arti suatu hubungan sedarah atau membahas tentang hubungan inses. Dalam 

pengertian singkat, inses dapat diartikan hubungan seksual terlarang yang 

dilakukan oleh anggota keluarga dekat. Hubungan ini dianggap telah melanggar 

hukum adat dan agama. Inses secara luas ada tiga tipe inses yang pertama 

parental incest. Hubungan seksual terlarang yang dijalin oleh orang tua dan 

anak. Hubungan ini hanya terjadi pada lingkup keluarga inti saja. Kedua, tipe 

sibling incest yang dilakukan oleh saudara sekandungnya. Ketiga, famili incest 

yang dilakukan oleh kerabat dekat yang memiliki turunan menyamping dan ke 

bawah. Dalam Pasal 417 KUHP Pembaharuan  disebutkan bahwa dilarang 

hukumnya jika bersetubuh dengan kerabat atau keluarga dekat yang memiliki 

keturunan menyamping dan ke bawah sebanyak tiga generasi berturut-turut. Hal 



 

 

ini dapat dipidanakan penjara paling lama 12 tahun. Sebelumnya tidak ada 

peraturan yang mengatur tentang perzinaan inses atas dasar suka sama suka di 

dalam KUHP. KUHP hanya mengatur perzinaan yang terjadi karena 

pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga.  

Perbandingan Delik Perzinaan Dalam KUHP Lama dan KUHP 

Pembaharuan. 

Dalam KUHP terdapat berbagai pengaturan delik satu diantaranya adalah 

delik perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 pada bagian bab tentang kejahatan 

terhadap kesusilaan. Kesusilaan didefinisikan oleh R. Soesilo sebagai sesuatu 

yang berhubungan dengan kesopanan dan perasaan malu dan nafsu kelamin, 

salah satunya persetubuhan. Zina yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP 

adalah hubungan seksual (intim) antara seorang pria dan wanita dewasa yang 

telah terikat perkawinan. Oleh sebab itu, dalam konteks tidak adanya tali 

perkawinan, maka tidak memenuhi unsur perzinaan.88  

Adapun inti rumusan delik perzinaan dalam Pasal 284 KUHP yaitu:89 

a) Gendak (overspel) yang dilakukan oleh pria maupun wanita dewasa; 

b) Gendak (overspel) yang turut serta dilakukan pria dan wanita, sementara 

itu diketahui bahwa lawan jenisnya telah kawin; dan 

c) Hanya suami/istri yang menderita kerugian yang dapat membuat tuntutan. 

Dalam substansi yang terkandung pada rumusan norma di atas terdapat 

istilah gendak (overspel) yang disebutkan. Istilah overspel memiliki terjemahan 

                                                             
88 Eman Sulaeman, Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, 

(Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 7. 
89 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Yogyakarta: Sinar Grafika 

Offset, 2007), hlm. 33. 



 

 

yang berbeda dari para sarjana hukum Indonesia. Adanya berbagai perbedaan 

makna di antara para sarjana hukum yang menyamakan istilah overspel dengan 

zina atau. dengan gendak disebabkan oleh bahasa asli yang digunakan dalam 

KUHP.90  

Pada tanggal 16 Mei 1946 melalui putusan Mahkamah Agung Belanda 

pada masa itu (Hooge Raad) menyatakan bahwa tidak termasuk istilah overspel 

apabila adanya persetujuan suami atau istri dari yang melakukan perbuatan 

gendak (overspel) tersebut. Hal ini karena overspel diartikan sebagai 

pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, sehingga apabila terdapat kalimat 

persetujuan oleh suami atau istri maka perbuatan tersebut tidak dianggap 

sebagai pelanggaran kesetiaan terhadap perkawinan. Rujukan lainnya yang 

berkaitan dengan istilah overspel adalah dari pendapat Noyon-Langemayer 

yang menjelaskan dalam bahasa Belanda yaitu: “Overspel kan aller door een 

gebuwde gepleegd woorden; de angebuwde met wie het gepleegd wordt is 

volgent de wet medepleger,” artinya zina terjadi ketika dilakukan oleh orang 

yang terikat tali perkawinan dan yang terlibat sebagai turut serta.91 

Dengan demikian, istilah overspel dapat dipahami sebagai berikut:92 

a. Istilah overspel dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan 

perkawinan yang berdasarkan pada Pasal 27 KUH Perdata. Oleh karena itu, 

antara laki-laki dan perempuan lajang yang berhubungan seksual tidak 

                                                             
90 Ahmad Bahiej, “Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum 

Pidana Indonesia,” Jurnal Sosio-Relegia 2, no. 2 (2003), hlm. 1–2. 
91 Ahmad Bahiej, “Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum 

PidanaIndonesia,”., hlm. 3-4. 
92 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar 

Norma Kesusilaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3. 



 

 

dapat dikategorikan sebagai overspel.  

b. Bila mana adanya persetujuan ataupun restu yang diberikan oleh suami 

ataupun istri terhadap perbuatan persetubuhan yang dilakukan baik oleh 

suami ataupun istri maka tidak dianggap sebagai overspel. 

Delik perzinaan atau dalam bahasa Belandanya yaitu overspel harus 

memenuhi syarat adanya unsur kesengajaan (opzettleijk delict). Kesengajaan 

menurut Memorie van Toelichting didefinisikan sebagai perbuatan, 

“menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens), artinya kesengajaan 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus dikehendaki dan diketahui apa 

yang ia perbuat beserta akibatnya. Dalam konteks perbuatan perzinaan haruslah 

terbukti bahwa pelaku zina menghendaki dan atau mengetahui perbuatan 

perzinaan yang dilakukannya. Selain harus memenuhi unsur kesengajaan, 

perbuatan perzinaan secara alamiah haruslah dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan dengan adanya penetrasi antar kelamin laki-laki dan perempuan, 

sehingga delik perzinaan tidak dapat dikenakan terhadap dua orang yang 

berjenis kelamin sama. Bahwa tidak adanya persetujuan antara suami dan istri 

terhadap perbuatan zina yang dilakukan pasangannya sebagai syarat lain dari 

dianggap sahnya suatu perbuatan zina seperti yang dirumuskan dalam Pasal 

284. Hal ini diterangkan melalui Hooge Raad dalam Arrest-nya tanggal 16 Mei 

1946. Sehingga tidak termasuk perbuatan zina bila mana adanya persetujuan 

baik dari suami maupun istri, misalnya dalam konteks suami bekerja sebagai 

germo dan istri menjadi pelacur bawahannya. 

Oleh sebab itu, filosofi yang mendasari rumusan norma dalam Pasal 284 



 

 

KUHP adalah pelanggaran atau pengingkaran terhadap perkawinan. Artinya 

apabila perbuatan zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang diketahui 

bahwa keduanya lajang atau tidak terikat tali perkawinan serta didasarkan atas 

perasaan suka sama suka (kesukarelaan) maka tidak memenuhi unsur delik 

perzinaan dalam KUHP. Dalam praktik terjadinya delik perzinaan, suami atau 

istri yang menderita kerugian yang berhak atau berwenang untuk membuat 

pengaduan. Hal ini berarti apabila tidak diadukan oleh pihak yang disebutkan 

maka tidak dapat dilakukan penuntutan. Konsekuensi dari adanya pengaduan 

tersebut adalah timbulnya gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur 

dalam jangka waktu 3 bulan. 

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa delik perzinaan dalam KUHP 

merupakan delik aduan absolut (absolute klachdelicten) yang berarti bahwa 

dalam situasi dan kondisi bagaimanapun jika tidak adanya pengaduan yang 

masuk dari pihak suami ataupun istri yang tercemar maka tidak dapat dihukum 

perbuatan tersebut. Hal inilah yang menjadi sifat kekhususan dari delik ini. Jika 

tidak adanya pengaduan, maka setiap pihak yang turut serta maupun orang yang 

telah menggerakkan pelaku untuk berbuat tidak dapat dituntut dan dijatuhi 

hukuman oleh karena itu sebagai upaya pembaharuan hukum pidana yang 

bertujuan memberikan evaluasi kepada substansi delik yang ada dalam KUHP 

yaitu dangan mengesahka Undang-Undang No.1 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang sekarang ini/saat ini. Satu di antara evaluasi yang 

diberikan terhadap delik perzinaan. Pengaturan delik perzinaan dalam KUHP 

diklasifikasikan dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, sedangkan 



 

 

dalam pembahruannya, delik perzinaan dimasukkan dalam bab tentang tindak 

pidana kesusilaan pada bagian keempat tentang perzinaan yang dipisahkan 

dengan jenis tindak pidana lain pada bagian lainnya, misalnya pornografi dan 

pencabulan. Pengaturan tentang delik perzinaan yang telah direformulasikan 

terdapat perluasan daripada pengaturan tentang zina dalam KUHP. Pasal 411 

hingga Pasal 413 sebagai perluasan substansi dari pasal zina dalam KUHP 

sedangkan delik perzinaan dalam KUHP hanya diatur dalam Pasal 284. 

Perluasan substansi perzinaan dalam Pasal 411 memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan Pasal 284 KUHP. Pasal 411 dalam ayat (1) menyatakan 

bahwa, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan 

suami atau istrinya dipidana karena perzinaan. Setelah membandingkan antara 

Pasal 411 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 284 

KUHP terdapat perubahan mendasar. Pasal 411 telah memperluas istilah 

overspel dalam KUHP yang mulanya perbuatan zina hanya antara laki-laki dan 

perempuan yang telah terikat tali perkawinan berubah meliputi laki-laki dan 

perempuan yang melakukan persetubuhan tanpa melihat apakah salah satu atau 

keduanya telah terikat tali perkawinan. Artinya, Pasal 411 KUHP dapat 

menjerat laki-laki dan wanita lajang yang melakukan perzinaan.93 

Perubahan yang mendasar dalam Pasal 411 dilatarbelakangi oleh adanya 

filosofi bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila khususnya 

Ketuhanan Yang Maha Esa yang menganggap setiap bentuk perzinaan sebagai 
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perbuatan yang dilarang dan keji, sehingga melanggar nilai dan norma 

kesusilaan. Meskipun adanya perubahan substansi secara mendasar, namun 

delik perzinaan dalam Pasal 411 masih merupakan jenis delik aduan. Hanya saja 

dalam Pasal 411 terdapat penambahan unsur yang boleh mengadukan, yaitu 

orang tua dan anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan. Selanjutnya dalam 

Pasal 412 merupakan perluasan dari ruang lingkup zina. Pada Pasal 412 ayat (1) 

menyatakan, bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar 

perkawinan dipidana. Pasal ini juga dikenal dengan sebutan pasal kumpul kebo 

(kohabitasi). Pengaturan tentang hal ini belum diatur dalam KUHP. Pasal ini 

merupakan jenis delik aduan artinya hanya dapat dilakukan penuntutan jika 

adanya pengaduan dari pihak yang tercemar. Dalam hal ini suami/istri yang 

telah kawin atau orang tua/anaknya bagi yang tidak terikat tali perkawinan. 

Sedangkan Pada Pasal 413 ayat (1) yang juga menjadi bagian dari delik 

perzinaan tentang larangan bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan 

dengan seseorang yang merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus 

atau ke samping sampai derajat ketiga. 

Perubahan terhadap substansi norma berkaitan dengan perzinaan 

dilatarbelakangi oleh arah pembaharuan hukum pidana yang ingin dicapai. Arah 

pembaharuan yang ingin dicapai adalah menciptakan KUHP yang sesuai 

dengan falsafah bangsa, kesadaran, dan cita cita hukum yang bersumber kepada 

Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, perubahan mendasar antara 

pengaturan delik perzinaan dalam KUHP Lama dan KUHP Pembaharuan ialah 

semangat yang dibangun dalam penyusunannya, yaitu berpedoman kepada 



 

 

nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia dan meninggalkan KUHP 

warisan kolonial Belanda yang bersifat liberalisme dan individual.  

 

B. Politik H iukium Piembahariuan Dielik Pierzinaan iUiU No. 1 Tah iun 2023 

Tientang K iUHP Piersp iektif Maṣlaḥah 

Pada hakikatnya perzinaan adalah sebuah masalah sosial yang sejak dulu 

ada dan berkembang sampai saat ini. Dikatakan sebagai masalah sosial karena 

zina melanggar tatanan nilai yang ada di masyarakat, terutama nilai agama dan 

kesusilaan. Akibat dari perbuatan zina sendiri dapat merusak kemuliaan 

keturunan,menimbulkan penyakit, dan dampak negatif lainnya. Hal ini 

diperkuat oleh pandangan Kartini Kartono yang menyebutkan zina sebagai 

perbuatan yang melanggar atau merusak tatanan nilai adat istiadat masyarakat 

serta mengganggu ketertiban sosial dan merugikan banyak pihak. Oleh sebab 

itu, dalam pengaturannya terhadap delik perzinaan harus memperhatikan 

keberadaan nilai- nilai yang dianut oleh masyarakat.94  

Hal ini karena pada prinsipnya hukum tidak hanya sebagai kajian rasional 

namun mengenai hubungan struktural antar masyarakatnya. Jimly Asshiddiqie 

menjelaskan bahwa agama dan hukum memiliki keterkaitan yang erat terutama 

dalam pengaturan hukum pidana yang dapat ditinjau secara filosofis, sosialis, 

dan yuridis. Berdasarkan aspek filosofis-politis, antara agama dan hukum jika 

dilihat dari perspektif Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. 
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Posisi agama dalam Pancasila mempunyai posisi yang sentral. Artinya, 

didalamnya terkandung prinsip yang menempatkan agama dan Ketuhanan 

Yang Maha Esa dalam posisi pertama dan utama. Oleh karena itu, agama harus 

dipandang dan diutamakan dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional. 

Pengaturan mengenai delik perzinaan juga harus didasarkan pada perspektif 

agama.  

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pengaturan KUHP Pasal 

284 menyebutkan yang dapat dipidana hanya jika perbuatan tersebut dilakukan 

oleh seorang pria dan wanita yang keduanya atau salah satunya telah kawin. 

Melalui rumusan pasal tersebut diketahui bahwa pemahaman tentang zina tidak 

sesuai dengan pandangan dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu gagasan pembaharuan terhadap konstruksi hukum pidana 

Indonesia khususnya berkaitan dengan delik perzinaan. Salah satu upaya 

pembaharuan terhadap hukum pidana KUHP yang salah satunya berisikan 

pembaharuan terhadap substansi delik perzinaan yaitu Pembaharuan hukum 

melalui di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya terdapat pembaharuan dan 

senantiasa dikaitkan dengan instrumen politik hukum pidana dalam 

penerapannya.  

Pada dasarnya setiap negara memiliki politik hukum yang berbeda-beda 

satu sama lain. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor seperti 

historis, budaya, sosiologis, maupun kultural serta latar belakang yang berbeda 

tiap negara termasuk Indonesia. Pada hakikatnya politik hukum yang dipakai 



 

 

oleh Indonesia merupakan hasil dari para pendiri bangsa Indonesia yang sampai 

sekarang masih digunakan.  

Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa politik hukum 

secara harfiah dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang ingin diterapkan 

secaranasional oleh pemerintah suatu negara. sehingga dapat dikatakan bahwa 

politik hukum merupakan wujud dari politik hukum nasional suatu negara. 

Politik hukum nasional pula dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu alat 

yang digunakan untuk membentuk sistem hukum nasional. Dalam hal ini 

sistem hukum merupakan tatanan atau unsur-unsur yang tercermin dari politik 

hukum nasional untuk dapat mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa. Dalam 

kepustakaan asing istilah, “politik hukum pidana” sering dikenal dengan 

berbagai istilah antara lain “penal policy”, “criminal law policy”, 

atau“strafrechtpolitiek.” Soedarto mengemukakan apa yang dimaksud politik 

hukum pidana dalam dua hal penting yaitu ikhtiar untuk membentuk suatu 

peraturan yang baik dan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu 

masa dan kebijakan dari badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan 

yang dikehendaki dan peraturan tersebut mengekspresikan apa yang dicita-

citakan oleh suatu masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Soedarto mengenai 

politik hukum pidana adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan 

pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk 

masa yang akan datang. Dalam mengusahakan peraturan perundang-undangan 

yang mencerminkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia akan 

berpedoman pada aspek politik nasional yakni UUD NRI 1945 sebagai 



 

 

konstitusi bangsa dan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara sekaligus 

menjadi norma dasar (grundnorm) yang dijadikan sumber dari segala sumber 

hukum Indonesia. Rekonstruksi terhadap delik perzinaan yang diatur dalam 

KUHP merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana.95 

Hal ini karena delik perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP tidak 

sesuai dengan karakteristik dan filosofi bangsa Indonesia. Dalam rumusan 

Pasal 284 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah 

pelanggaran terhadap kesetiaan terhadap perkawinan yang mana bila adanya 

persetujuan dari salah satu pasangan tidak dianggap sebagai perbuatan zina. 

Pasal 284 pun tidak mengakomodir perbuatan zina yang dilakukan oleh pria 

dan wanita lajang, kohabitasi, maupun inses yang kerap terjadi di masyarakat. 

Melalui KUHP Baru , substansi delik perzinaan dalam KUHP akan 

direkonstruksi dan diperluas pemaknaannya untuk menyesuaikan terhadap nilai 

dan karakteristik bangsa Indonesia melalui instrumen politik hukum pidana.  

Adapun 3 aspek politik hukum pidana berkaitan dengan delik perzinaan 

sebagai berikut: 

a) Aspek Filosofis 

Delik perzinaan adalah salah satu jenis delik yang diatur dalam Buku II 

KUHP Pembaharuan, yaitu pada Pasal 411 hingga Pasal 413. Perubahan 

mendasar yang kita temukan dalam pengaturan perzinaan di KUHP 

Pembahruan adalah berkaitan dengan filosofis yang mendasari rumusan 

                                                             
95Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik Hukum Nasional,” Makalah pada karya latihan 

bantuan hukum, diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, (Jakarta: YLBHI, 

1988), hlm. 23. 



 

 

norma perzinaan. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam KUHP warisan 

kolonial Belanda, perzinaan hanya dikenal apabila seorang laki-laki yang 

terikat dalam tali perkawinan melakukan persetubuhan dengan seorang 

perempuan yang kawin ataupun belum kawin, begitupun sebaliknya. 

Sehingga dalam hal ini KUHP tidak memandang bahwa perbuatan zina 

ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama belum terikat tali 

perkawinan (belum kawin) dan didasarkan pada kesukarelaan masing-

masing pihak untuk melakukannya (suka sama suka). Sebagaimana yang 

kita ketahui bahwa KUHP yang sekarang masih berlaku merupakan warisan 

sejak zaman penjajahan Belanda sehingga banyak pasal yang memang 

sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan politik maupun kultural masyarakat 

termasuk di dalamnya terkait dengan delik perzinaan.  

Hal ini dikarenakan KUHP warisan kolonial Belanda didasarkan pada 

ideologi liberalisme dan individualisme. Dengan demikian perubahan pada 

delik perizinan tersebut dimaksudkan untuk merekonstruksi delik perzinaan 

yang terdapat pada KUHP dengan mengacu pada politik hukum, keadaan, 

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan 

menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan 

keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyatIndonesia. 

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam rangka merekonstruksi 

delik perzinaan adalah aspek filosofis. Aspek filosofis berkenaan dengan 



 

 

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa serta ketentuan 

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi bangsa. Melalui Pancasila sebagai norma 

dasar dalam usaha pembentukan hukum nasional berpedoman pada tujuan 

hukum yang didasarkan kepada cita hukum Pancasila yang bertujuan 

memberikan pengayoman. Pancasila sebagai cita hukum memandang 

hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada jiwa 

bangsa. Politik hukum pidana juga harus dilandaskan pada tujuan politik 

nasional Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945 pada 

alinea ke IV yang salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.96 

b) Aspek Sosiologis 

Ditinjau dari aspek sosiologis, politik hukum pidana bertujuan 

untukmencapai pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat di suatu negara. 

Artinya politik hukum yang dibangun disesuaikan dengan nilai dan 

karakteristik masyarakat tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam pengaturan 

delik perzinaan di KUHP Pembaharuan. didasarkan atas nilai agama, adat, 

sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat. Sehingga pandangan 

masyarakat tentang kesusilaan dan kepatutan memiliki peranan penting 

dalam politik hukum pidana, salah satunya terdapat delik perzinaan di 

KUHP Pembaharuan. Menurut nilai dan norma yang berkembang di 

masyarakat, perbuatan zina adalah perbuatan memalukan dan bertentangan 
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Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia,” Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan 

Kewarganegaraan), 1, no. 2 (2020), hlm. 115–129. 



 

 

dengan kesusilaan. Sehingga perbuatan zina dalam pandangan masyarakat 

tidak hanya dipahami bagi seorang laki-laki atau perempuan yang berzina 

dalam status kawin, melainkan juga terhadap laki-laki atau perempuan yang 

belum kawin. Dengan demikian, berdasarkan pandangan sosiologis inilah 

delik perzinaan dalam KUHP dilakukan perubahan.97 

Hal ini dapat kita lihat dari ajaran agama yang dianut oleh sebagian 

besar masyarakat Indonesia. Dalam perspektif ajaran agama Islam, 

perzinaan jelas dilarang. Hal ini didasarkan dalam Surat Al-Isra ayat 32 

yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Selain agama 

Islam, perbuatan zina juga dilarang dalam ajaran agama Nasrani. Perbuatan 

zina dipandang sebagai perbuatan keji dan merupakan dosa besar. Hal ini 

terdapat dalam Kitab Ulangan ayat 20-21 yang berbunyi: “Tetapi jika 

tuduhan itu benar dan tidak di dapati tanda-tanda keperawanan pada gadis, 

maka haruslah si gadis di bawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan 

orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati-

sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. 

demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.” 

Dengan demikian, berdasarkan pemahaman ajaran Islam dan Nasrani 

dapat kita simpulkan bahwa perbuatan zina sangat dilarang dan 

menimbulkan dosa besar bagi yang melakukannya. Selain dapat ditinjau 
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dari perspektif nilai agama, perbuatan zina juga bertentangan dengan nilai 

masyarakat adat. Perbuatan zina yang dianggap tidak adanya korban 

(victimnese crime) karena dilakukan atas dasar suka sama suka nyatanya 

memberikan kerugian yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Dalam 

konsep pemikiran masyarakat adat, delik perzinaan tidak hanya merugikan 

secara materiil pada diri seseorang, melainkan juga mengakibatkan kerugian 

secara magis berupa gangguan keseimbangan alam. Dalam konsep agama 

dan adat yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia, perbuatan zina yang 

dilakukan seseorang dapat membawa kesialan dan atau malapetaka terhadap 

lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Kartini Kartono menegaskan bahwa 

dengan adanya perbuatan zina dapat mengakibatkan rusaknya kemuliaan 

keturunan, ketidakrukunan dalam rumah tangga, menyebabkan penyakit 

menular seksual, misalnya sifilis, gonore, human papillomavirus (HPV), 

human immunodeficiency virus (HIV), dan sebagainya. 

c) Aspek Praktik 

Ditinjau dari aspek praktikal, maka pembaharuan substansi delik 

perzinaan dalam KUHP Pembaharuan bertujuan untuk mempertahankan 

moral bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana yang kita 

ketahui bahwa perbuatan zina telah nyata bertentangan dengan aspek 

filosofis yaitu UUD NRI 1945 dan Pancasila serta aspek sosiologis yaitu 

nilai dan karakteristik masyarakat Indonesia. Maka dengan adanya 

pembaharuan ini melalui instrumen politik hukum pidana yang didasarkan 

atas politik hukum bangsa Indonesia akan dapat mencegah perbuatan zina 



 

 

tersebut berlangsung di masyarakat. Melalui rekonstruksi delik perzinaan 

dalam KUHP Pembaharuan Pasal 411 hingga Pasal 413 dapat menjerat 

pelaku zina tidak hanya bagi mereka yang telah terikat tali perkawinan, 

melainkan juga bagi mereka yang masih lajang dan belum terikat tali 

perkawinan. Dengan diperluasnya makna perzinaan dalam KUHP 

Pembaharuan ini akan memberikan efek seperti yang dikemukakan oleh 

Anselm von Feuerbach yaitu psycologische zwang, artinya dapat 

memberikan rasa takut terhadap siapa yang melakukan perbuatan tersebut. 

Sehingga memberikan efek pencegahan (detterent effect) bagi perbuatan 

tersebut. Dengan demikian, dengan adanya pembaharuan terhadap delik 

perzinaan melalui politik hukum pidana ini akan berusaha untuk memenuhi 

tujuan pemidanaan seperti yang diharapkan dalam Pasal 51 KUHP 

Pembaharuan Huruf C dan D yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan 

akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman 

dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan 

membebaskan rasa bersalah pada terpidana.98 

Meninjau dari pemaparan penjelasan di atas tentu penulis mayakini 

bahwa adanya pembaharuan tentang undang-undang perzinaan yaitu 

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana maslahah, karena dinilai sudah sesuai dengan teori, maksud dan 

tujuan dari maslahah itu sendiri yang telah di jelakan dan di paparkan 
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Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2018), hlm. 615–666. 



 

 

pemaparannya di pembahan sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pada prinsipnya, Pembaharuan KUHP merupakan upaya pembaharuan 

hukum pidana nasional. Adanya Pembaharuan ini dilakukan dengan 

menggunakan instrument politik hukum pidana. Instrumen politik hukum 

pidana bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu aturan dan 

mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan 

landasan dan cita cita bangsa Indonesia. Salah satu substansi yang 

dievaluasi dalam KUHP Baru adalah tentang pengaturan delik perzinaan. 

Terdapat perbedaan mendasar berkaitan dengan pengaturan delik perzinaan 

dalam KUHP yang berlaku saat ini dengan KUHP Pembaharuan. Yang 

di,mana Pengaturan delik perzinaan dalam KUHP Pasal 284 hanya 

mengartikan zina sebagai hubungan intim yang dilakukan oleh seorang pria 

dan wanita baik salah satu atau keduanya telah terikat status perkawinan. 

Artinya, perbuatan zina antara seorang pria dan wanita lajang yang belum 

terikat status perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai zina menurut 

Pasal 284. Sedangkan substansi delik perzinaan dalam Pasal 411 hingga 

Pasal 413 mengalami perluasan dari segi makna zina dan kategori perbuatan 

zina yang disebutkan. Pasal 411 KUHP Baru telah memperluas pemaknaan 

zina di mana perbuatan zina yang dilakukan pria dan wanita lajang didasari 

atas rasa suka sama suka dan belum terikat perkawinan dapat dikatakan 

sebagai perbuatan zina. Hal ini tentu berbeda dengan substansi zina dalam 



 

 

KUHP yang pada hakikatnya zina diartikan sebagai pelanggaran terhadap 

kesetiaan terhadap perkawinan. Pengertian tersebut dikarenakan zina dalam 

KUHP hanya dianggap antara pria dan wanita dewasa yang salah satu atau 

keduanya telah terikat perkawinan. Dalam KUHP Pembaharuan juga turut 

memperluas bentuk dari perbuatan zina diantaranya dalam Pasal 412 

tentang larangan kumpul kebo atau kohabitasi dan Pasal 413 tentang 

larangan hubungan inses.  

2. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa terdapat urgensi perubahan 

terkait dengan delik perzinaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah penulis 

jelaskan bahwasannya mengandung Maṣlaḥah di dalamnya  karena telah di 

tinjau dari berbagai aspek kepustakaan yang ada dan telah sesuai dengan 

falsafah bangsa, kesadaran, kultur, dan cita-cita hukum dari bangsa 

Indonesia itu sendiri. 

 

B. Saran  

1. Diharapkan dari diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana permasalahan tentang kasus 

Perzinaan, Kumpul kebo (Kohabitasi) dan hubungan perkawinan yang di 

larang karena ikatan darah (inces) dapat teratasi secara efisien dengan 

terawasi secara menyeluruh. dimana kita bisa melihat dan menilai sendiri 

tentang bahayanya persoalan yang timbul karena permasalahan tentang 

perzinaan yang dapat menyebar luas pada tindak kejahatan yang lainnya. 

Tentu dalam merealisasikannya sudah menyerap dari berbagai realisasi 



 

 

soasial , budaya kultur, norma dan keagamaan  yang terdapat dalam 

masyarakat Indonesia. Sehingga Undang-Undang No.1 Tahun 2023 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat di jadikan sebagai 

sumber hukum pokok atau pedoman terutama tentang persoalan yang 

berhubungan dengan pasal perzinaan itu sendiri yang sesuai dengan cita- 

cita luhur bangsa Indonesia. 

2. Kepada para penegak hukum dan juga masyarakat tentunya harus lebih 

sadar lagi akan hukum yang berlaku dan maksimalkan kinerjanya masing- 

masing agar dapat merealisasikannya dengan baik Undang-Undang yang 

telah di buat dan di perbaharui ini. 
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